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Jin. Kolam No.1 Medan Estate i/
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ABSTRACT

Protease are enzyme type which catalysis of reaction hydrolisis the protein by breaking
tying peptides. This research aimed to isolation of enzyme protease from jeroan goldfish
(Cyprinus carpio L.) and determine the enzyme activity to decompose substrat. Here we report,
protease activity from jeroan goldfish (Cyprinus carpio L.) in which this result was found by
reacting between substrat with the extract of enzyme protease with optimum condition : time of
incubation 25 hours, pH 7 and temperature of incubation 50°C. Determinan of enzyme activity
by Spectrofotometry method and protein enzyme by Lowry method. Based on measurement,
crude extract of activity enzyme is 0,343 unit / pg protein and enzyme protein is 284,124 pg/ ml.

ABSTRAK

Enzim protease merupakan jenis enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis protein
dengan cara memecah ikatan-ikatan peptidanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi
enzim protease dari jeroan ikan mas (Cyprinus carpio L.) dan menentukan aktivitas enzim
tersebut untuk menguraikan substrat. Pada makalah ini dilaporkan adanya aktivitas protease dari
seroan ikan mas (Cyprinus carpio L.), dimana hasil tersebut didapat dengan cara mereaksikan
antara substrat dengan ekstrak enzim protease dengan kondisi optimummnya yaitu : waktu
inkubasi 25 jam, pH optimum 7 dan suhu inkubasi 50°C. Pengukuran aktivitas ekstrak kasar
enzim ditentukan dengan metode Spektrofotometri, sedangkan kadar protein enzimnya
Zitentukan dengan metode Lowry. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, aktivitas ekstrak
vasar enzim memberikan nilai 0,343 unit / pg protein, sedangkan kadar protein enzimnya
284,124 pg/ ml.



1. PENDAHULUAN

Enzim merupakan protein yang dapat mengkatalisis berbagai reaksi kimia dengan
kemampuan 10'? - 10% tanpa enzim itu berubah setelah reaksi selesai. Enzim banyak digunakan
dalam aplikasi industri karena sebagai biokatalis, enzim bekerja secara spesifik dan sangat
efisien. Umumnya kerja enzim juga tidak membutuhkan pemanasan atau perlakuan tekanan
seperti katalis non-biologis (Muchtadi, 1992)

Penggunaan enzim dalam bidang industri, baik industri pangan maupun non pangan ,
semakin berkembang di Indonesia. Kebutuhan enzim dalam industri pangan seperti keju,
desktrin, gula cair, sari buah, susu, daging, bir, minyak dan lain-lain terus meningkat. Enzim juga
banyak digunakan dalam industri non pangan seperti pada penyamakan kulit, pembuatan pasta
gigi, pembuatan sabun, kosmetik, farmasi dan lain sebagainya. (Nurhasanah, 2006).

Salah satu enzim yang banyak menarik perhatian saat ini, serta mempunyai peran penting
dalam perkembangan bioteknologi adalah enzim Protese. Menurut Suhartono Thenawidjaja
Maggy (2000), enzim protease merupakan satu diantara tiga kelompok enzim komersial yang
diperdagangkan dengan nilai mencapai 60% dari total penjualan enzim.

Sampai saat ini di Indonesia, Ikan yang berpotensi untuk menghasilkan Protease masih
banyak dan belum dimanfaatkan secara intensif. Mengingat indonesia, merupakan negara Bahari
vang kaya akan beragam jenis ikan, maka Indonesia juga berpeluang besar untuk menghasilkan
dan mengembangkan industri enzim ini, sehingga merupakan salah satu terobosan dalam alih
teknologi (Fatahillah, 1993).

Berdasarkan data Statistik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera utara
tahun 2001, diperoleh data proc'uksi ikan mas untuk kota Medan sekitar 24,8 ton pertahun dan
tingkat pemasarannya mencapai 1,4 ton perbulannya. Melihat tingginya produksi dan pemasaran
ikan mas, khususnya di kota Medan, berarti jumlah Jeroan ikan mas yang dihasilkan juga cukup
tinggi. Bagi sebagian besar orang, umumnya jeroan tersebut dibuang begitu saja. Jeroan yang
dibuang begitu saja, terkadang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap terhadap lingkungan
disekitarnya. Namun disisi lain, keberadaan Jeroan yang dibuang begitu saja tersebut, masih
memungkinkan untuk diolah menjadi penghasil enzim protease sebab kandungan protein dalam
eroan tersebut masih relatif tinggi sehingga diduga aktivitas enzim protease juga akan tinggi.

Dalam makalah ini dilaporkan aktivitas enzim protease dari ekstrak Jeroan ikan mas .
7w uan dari penelitian ini adalah untuk menentukan uji kuantitatif enzim protease sehingga dapat
2 &=tzhui nilai aktivitas dari kerja enzim tersebut dalam menguraikan substrat. Hasil penelitian

= diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pemanfaatan Jeroan ikan mas yang



memiliki kemampuan aktivitas protease. Disamping itu, penelitian ini juga dapat memberikan

informasi mengenai sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai penghasil enzim industri.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Alat dan Bahan.

Peralatan yang digunakan adalah Spektofotometer, Kuvet kaca, Neraca analitik, pH
meter, termometer, Sentrifuse 14000 rpm, Freezer Dryer, Penangas air, Shaker inkubator, lemari
pendingin, Blender, Kertas saring, Buret, dan alat gelas lainnya seperti labu Erlenmeyer, Beaker
glass, labu takar, tabung reaksi, spatula, pipet tetes, magnetic stirer dan lain-lain.

Bahan utama yang digunakan adalah Jeroan ikan mas yang diperoleh dari pasar ikan di
kota Medan. Adapun bahan kimia yang diperlukan adalah aquadest, C¢HzO7, CCI;COOH, HCL
37%, NaOH, NayCOs;, CH3COCH;, C4HsKNaOg . 4H,0, CioHisNaNaOs. 2H,0, Nap,HPOy,
CoH;NO3, CuSOs. SH>0. , Reagen Folin phenol ciocalteu, Bovine Serum Albumin (BSA).

2.2. Prosedur Penelitian
2.2.1. Preparasi enzim dan larutan pereaksi.
2.2.1.1. Preparasi enzim

Preparasi enzim dilakukan menurut metode Ritzman (1999) dan Abigor (2002). Enzim
diisolasi pada suhu 4°C untuk semua percobaan yang dilakukan. Jeroan ikan mas dicuci dengan
air destilasi dan dihomogenisasi dalam 0,15 M larutan buffer fosfat ( 5 ml/g berat basah) yang
berisi 0,6 M Sukrosa, | mM EDTA, 10 mM KCI, 1 mM MgCl,, sedangkan pH diatur 7 dengan
penambahan KOH dengan cara memblendernya. Blender tidak boleh dihidupkan lebih dari
30 detik. Homogenat diendapkan dengan penambahan aseton (1 : 3, v/v) selama + 5 jam.
Selanjutnya disentrifugasi dengan putaran 14.000 rpm dengan suhu 4°C. Lapisan supernatan
vang diperoleh di Freezer dryer dengan suhu -4°C selama + 5 jam hingga terbentuk serbuk halus.
Serbuk putih yang diperoleh digunakan untuk pengujian aktivitas hidrolisis protease, dan
sebelumnya dilarutkan terlebih dahulu dengan larutan buffer fosfat. Ekstrak enzim lipase

disimpan pada suhu 4°C selama menunggu dilakukan pengujian

2.1.2. Pembuatan pereaksi untuk pengukuran aktivitas enzim protease
¢ Larutan A : sebanyak 2 gr Nay,COjs dilarutkan dalam 100 ml NaOH 0,1 N
= Larutan B : sebanyak 5 ml CuSO4. SH,0O 1% ditambahkan kedalam 5 ml larutan
Na-K-tartrat (C4H4KNaOg . 4H,0) 2%.
¢ Larutan C : Sebanyak 2 mi larutan B ditambahkan dengan 100 ml larutan A



d. Laeutan D : Reagen Folin Phenol Ciocalteu diencerkan dengan air suling (1 : 1, v/v)

e. Larutan Standar Tirosin konsentrasi 0 — 300 ppm

2.2.1.3. Pembuatan pereaksi Lowry

a. Larutan A : sebanyak 2 gr Na;COjs dilarutkan dalam 100 mi NaOH 0,1 N

b. Larutan B : sebanyak 5 ml CuSOy. 5H>O 1% ditambahkan kedalam 5 ml larutan
Na-K-tartrat (C4sH4sKNaOg . 4H,0) 2%.

c. Larutan C : Sebanyak 2 ml larutan B ditambahkan dengan 100 ml larutan A

d. Laeutan D : Reagen Folin Phenol Ciocalteu diencerkan dengan air suling (1 : 1, v/v)

e. Larutan Standar Bovine Serum Albumin (BSA) konsentrasi 0 — 300 ppm

2.2.2. Optimasi reaksi hidrolisis protease ekstrak jeroan ikan mas

Pada sejumlah labu erlenmeyer yang diperlukan dan telah diisi dengan larutan Bovin
serum albumin (BSA) masing-masing 3 ml, ditambahkan protease ekstrak jeroan ikan mas (1 ml)
dan 7 ml larutan buffer fosfat sistein Na-EDTA . Kondisi optimum ditentukan dengan
memvariasikan pH, suhu dan waktu inkubasi. Variasi pH yang dilakukan adalah 3, 3,5 ; 4; 4,5; 5;
5.5; 6: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; dan 9. Variasi suhu inkubasi yang dilakukan 30°C, 35°C, 40°C, 45°C,
50°C, 55°C, 60°C, 65°C dan 70°C. Sedangkan waktu inkubasi dilakukan selama 40 jam dengan
interval pengamatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan 40 jam. Reaksi hidrolisi dilakukan pada kondisi

optimasi tersebut.

2.2.3. Reaksi hidrolisis protease ekstrak jeroan ikan mas.

Reaksi hidrolisis dilakukan dengan menambahkan protease ekstrak jeroan ikan mas (1
m!) kedalam 3 ml larutan Bovin Serum Albumin (BSA) dan 7 ml larutan buffer fosfat sistein Na-
EDTA. Selanjutnya dilakukan inkubasi dalam shaker dengan kecepatan 3400 rpm pada suhu, pH
Zan waktu inkubasi optimum. Larutan yang telah dilakukan inkubasi selanjutnya diuji kadar

zsam amino yang dapat dibebaskan.

=24, Penentuan kadar protein enzim

Kadar protein ditentukan dengan menggunakan Metode Lowry yaitu sebanyak 1 ml
wrwtan enzim dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 5 ml larutan C, kemudian
cemowran didiamkan pada suhu ruang selama 10 menit. Kemudian ditambahkan larutan D 1 ml
fae Zaduk. kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 30 menit. Warna biru yang terbentuk

fssce serapannya pada panjang gelombang 750 nm dengan Spektrofotometer. Banyaknya



protein ditentukan berdasarkan kurva standar Bovin Serum Albumin (BSA) dengan konsentrasi
0 - 300 ppm.

2.2.5. Pengujian aktivitas protease

Untuk menentukan aktivitas enzim protease dilakukan dengan menggunakan metode
Metode Lowry yaitu : 2 ml larutan hasil hidrolisis protease ekstrak jeroan ikan mas dimasukkan
kedalam erlenmeyer 5 ml. Substrat enzim tersebut diinaktifkan dengan penambahan CC1;COOH
(Trikloro Asetat : TCA 30%) sebanyak 1 ml. kemudian ditambahkan 5 ml pereksi C, kocok dan
biarkan selama 10 menit pada suhu kamar, ditambahkan 1 ml larutan D, kemudian didiamkan
pada suhu ruang selama 30 menit. Warna biru yang terbentuk dibaca serapannya pada panjang
gelombang 750 nm dengan Spektrofotometer. Besarnya aktivitas ditentukan berdasarkan kurva

Larutan Tirosin dengan konsentrasi 0 — 300 ppm.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Optimasi Reaksi Hidrolisis Protease

Optimasi reaksi hidrolisis protease perlu dilakukan untuk mendapatkan kondisi terbaik
dalam melakukan reaksi hidrolisis enzim. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil reaksi yang
baik. Kondisi optimum yang ditentukan pada optimasi reaksi hidrolisis protease ini meliputi

waktu inkubasi, pH inkubasi dan suhu inkubasi.

3.1.1. Waktu Inkubasi
Aktivitas enzim Protease yang dihasilkan dari homogenat jeroan ikan mas pada berbagai
waktu inkubasi dapat dilihat pada gambar 1.
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Cambar 1 : Kurva penentuan waktu inkubasi optimum reaksi hidrolisis

substrat oleh enzim lipase.



Dari gambar tersebut terlihat bahwa aktivitas enzim protease yang dihasilkan dari
homogenate jeroan ikan mas dari jam ke-5 (lima) sampai jam ke-15 belum menunjukkan
aktivitas yang berarti, hal ini disebabkan karena masih terjadi fase adaptasi. Fase eksponensial
berlangsung dari jam ke-15 sampai jam ke-.25. Pada fase ini enzim protease mengalami
peningkatan aktivitas yang sangat tajam, kemampuan protease memecahkan molekul protein
menjadi molekul-molekul asam amino, yang ditunjukkan dengan besarnya kadar asam amino
(asam amino tirosin) yang dihasilkan, yakni sebesar 15,545 pug/ml dan mencapai optimum pada
jam ke-25 dengan aktivitas sebesar 0,0191 unit/mg protein. Dalam penelitian ini aktivitas
protease maksimum tercapai pada akhir fase eksponensial, dimana pada saat tersebut
kemampuan protease memecah molekul-molekul protein menjadi molekul-molekul asam amino
semakin berkurang. Fase Stasioner sendiri berlangsung dari jam ke-25 sampai jam ke- 40. Pada
fase ini diperkirakan protein yang terkandung dalam substrat Bovin Serum Albumin (BSA) telah
terurai dan aktivitas protease juga cendrung mengalami penurunan dan terus mengalami

penurunan sampai tidak ada lagi aktivitas protease.

3.1.2. pH Inkubasi

Aktivitas enzim protease ekstrak jeroan ikan mas pada berbagai pH dapat dilihat pada

gambar 2,

Aktivitas enzim (unit/ mg protein) x 10

pH inkubasi

Gambar 2 : Kurva penentuan pH optimum reaksi hidrolisis substrat oleh

enzim lipase



Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pH optimum untuk reaksi hidrolisis enzim protease
adalah pH 7 dengan aktivitas sebesar 0,2801 unit/mg protein. Pada kondisi dibawah dan diatas
pH 7, aktivitas reaksi hidrolisis protease menurun. Menurut Ritzman (1999) perubahan pH dapat
pula menyebabkan denaturasi molekul enzim. Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan
aktivitas hidrolisis dari protease tersebut. Enzim seperti molekul lainnya memiliki gugus yang
dapat terionisasi yaitu gugus karboksil dan gugus amino yang mudah dipengaruhi oleh
perubahan pH sekitarnya. Apabila gugus pada sisi aktif mengalami perubahan muatan maka
aktivitas katalitik enzim akan menurun. Perubahan pH juga dapat menyebabkan konformasi

enzim sehingga aktivitas katalitik enzim akan berubah.

3.1.3. Suhu Inkubasi

Suhu inkubasi optimum untuk reaksi hidrolisis protease adalah suhu yang memberikan
kemungkinan bagi enzim protease untuk menghasilkan produk reaksi hidrolisis dengan hasil
yang maksimal, karena pada kondisi optimum, enzim protease tersebut memiliki aktivitas
terbaik. Aktivitas reaksi hidrolisis protease yang dihasilkan dari homogenat jeroan ikan mas
dapat terlihat bahwa suhu inkubasi optimumnya adalah 50°C dengan aktivitas sebesar
0,359 unit/mg protein. Pada suhu lebih dari 50°C aktivitas hidrolisis protease menurun dengan
tajam. Hal ini disebabkan enzim protease yang dihasilkan dari ekstrak jeroan ikan mas tidak
stabil terhadap panas, sechingga enzim mengalami denaturasi, sedangkan dibawah suhu 50°C
diperkirakan energi kinetik baik molekul substrat maupun molekul enzim masih rendah,
sehingga interaksi molekul enzim dengan substrat masih kecil. Aktivitas enzim lipase pada
berbagai suhu inkubasi dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.
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Gambar 2 : Kurva penentuan suhu inkubasi optimum reaksi hidrolisis

substrat oleh enzim lipase



4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat disimpulkan :
1. Kondisi optimum untuk reaksi hidrolisis protease ekstrak jeroan ikan mas adalah pada
waktu : inkubasi 25 jam, pH 7, suhu inkubasi 50°C.
2. Ekstrak kasar enzig protease jeroan ikan mas memberikan nilai aktivitas pada
kondisi optimumn}hfi unit / pg protein adalah sedangkan kadar protein

enzimnya 284,124 pg/ ml

42. Saran
Disarankan pada penelitian berilkutnya untuk melakukan tahap pemurnian ekstrak
protease jeroan ikan mas dengan garam atau pemurnian secara kromatografi sehingga

nilai aktivitas reaksi hdrolisis enzim protease diharapkan semakin meningkat.
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sebagai suatu'sarana bagi terlaksananya kegiatan ekonomi ini adaiah sangat penuine

sekalt dalam dunia perekomian lmsedm

kesepakatan vang kemudian dikenal sebagsi suatu perjaniian  sewa-mensoo
. i |

bangunan sccara tctap. Pcraluran’téniang scwa~-menycwa dalam KUH Porg

diatur dalam buku 11 Bab Vil mu.[al dan Pasal 1548 sampai dengan Pasal 16iii i i




peraturan Pemermiab No. 49 Tabun 1993 jo peraturan Pomeriniah No, 5

1981.
Sewa menyewa itu terjadi karena kesspakatan kedua helah pihak oo
pemihik dengan penvewa. Persetujuan kedua belah pihak merupalan wnae

penting uniuk dapat crwuiudnya sualu poerjanjian, ini scsuai dengan kefeniuan von

terdapat dalam Pasal 1320 KULL Perdata. Oleh karena itu persefujuan paia ol

datam menentukan perjaniian yaﬁ%fméreka kehendaki bersama adaish mencis

yang terdapat dalan Pasal 1548f&.f13 Peordata tidak diicrapkan scponuhnva sl o
dimungkinkan buk: 111 ' KUI | Perdatasmenganut azas kebebasan berkontrak. sonor
vang diatur da'lamlPasan 1338 vatfghqcbunyi :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undane-uaiun
. R

bagi morcka yang membuatnya.” Ini berarti bahwa hukum perdaniian monan

sistem terbuka, artinya bahwa ada kebebasan bagi setiap orang untuk mengac:

perjaniian mengenal apa saja. Namun kebebasan tu ada batasnva vaiu se

tidak melanggar ketertiban umum, Kesusilaan dan undang-undang sebaca o

dapat kita lihat pada Pasal 1337 KIJH Perdata

* Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilaranz oleh undansund

-

apabila berlawanan dengan kesusilaan dan keteritban umum ™,




el el

Scsuai pula dengan Pasal 1320 KUH Perdats meagandung arli “Komauan ™ oo

untuk saling mengingatkan diri. Grotius berkata bahwa “pacta sun sevanda "

mengikat) dan kemudian dikatakan bahwa "pio-misserum inplendorum a
{kita harus memenuhi jainji kita)
Dalam prakick yang tclah dilakukan dapat dilithat adanya suatu istilah dales

pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bangunan di Kotamadya Medan, sepsti: vanc

dikenal dengan sewa-menvewa tetap, Dalam istilah sewa-menveva tetap i nido)

i z : “batas beraskhitnva ‘penjanjian sewa-menvewa fersebit Kersoio
ditentukan kapan batas berakhimnya perjanjian sewa : _

pemilik dalam scwa-mcnycewa {clap sudah Gdak ada lagi batk untuk momu

perjanjian maupun untuk menaikkan harga sewa karena sewa-menvews i
berlangsung dan tidak dapat dihentikan oleh pemiiik, sementara pihak ponvews o

melakukan kewajiban untuk membayar harga sewa, kenatkan harga sewn bary dnoe

dilakukan apabila (clah tcgadi kescpakatan kedua belah nihak, Hal indizh

menarik untuk menelusuri kzadan vang sebenamya, dengan kaca mata hy
Perdataan. Baik tu bentuk peranjian sewa-menvewa 2@ap maupun @i oo

pelaksanasnnya sehingea tereapal kesepakatan diantara para pihak



BABII

MENURUT KUH FERDATA

A. Pengertian Perjanjian sewa-meil_srewa

“Sewa-menyewa adalah mempakan suatu perjanjian, dengoan mana pihak vans
satu menglkatkan_.d_iri_nya,_ untuk --tjﬂéﬁherikan kepada pihak vang lamnva boruon
kentkmatan dari suatu..ﬁara.ngq se{ama.x. waktu fertentu dan dengan ;‘:cmhzey‘:-_u';;;
harga yang olch pihak (crakhir ini .:ais_anggupi pembayarannya (Pasal {548 i
Perdata)”. ! i

Menurut M.Yaﬁya Harahap © ,i"Pemakaiafl istilah sewa-menvewa dalam Fasal

1548 itu wmemberikan pengerfian -3-§¢_mg kabur, vang dapat memimbuikan ol
pengertian kepada kita scolah para pihak terschat saling sowa-menyewa ©

Sebenarnva itu adalah hanya satu pihak vang menyewakan . jadi maksud dar fana

1548 KUH Perdata itu adalah persewaan saja.

3
i

4 R. Subekii, Aneka Pevjanpian, Ai‘ur}mi, Bandung, (selanjutnya dimmpkat P
Subekti, SH, 1), 1979, hal. 54.

e R

M. Yahya Harahap, scgi-scgi hukum porjanjian, Penerbit Alumn, Ban
hal 220 !
ndi LU,
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Dalam scwa-menycwa, st pemilik  (vang monyewakan)  tidsk
menyerahkan hak milik afas barahﬁ-- Aa hanya menyverahkan hak pakai atau hak s
mentkimats barang tersebut,

Dalam  sewa-menyewa, st pemilik  (vang menvewakan)  fdak
mecnycrahkan hak milik atas barang, 1a hanyz menycrabkan hak pakai atau hak unius

menikmati barang tersebut. Dengan kata lain, karena dalam perjanjian ini disemaion

bukan hak milik atas barang tersebut, maka pihak vang menvewakan ttu helum 1200
pemilik barang.
Mcngenai peagertian barang/benda (zaak) yang icrdapal dalam porizsings

sewa-menyewa tidak sama pengertiannva dengan barang/ benda pada

kebendaan (Zaken Recht).
Pengertian benda menurut Pasal 499 KUH Perdatn adalab Pseonln Lo

dapat dijadikan hak mibik ™.

Sedangkan benda‘barang yang dimaksudkan dalam perjanian sewa-menvous
bukaniah untuk dimiliki. Atas dasar inilah memungkinkan terjadinva periansian 20
menyews hanya untuk sebahagian saja dari suatu benda.

Jadi ada bonda dalam bidang Zaken Rechi dan bonda dalwm luponoos

Verbintenis Rechit. Benda dalam lapangan hukum benda terhadapnva dapat difaiuios
penverahan dan pada umumnya dapat menfadi obyek hak milik.,

Tetapi apabila sesuatu bukaniah benda dalam art demikian, maka itn tidak o
4




bahwa tidak dapat menjadi obyck danpada hukum perhutangan. (\

DAN
Apakah kamar (mangan) dari suatu baugunan vang bertingkat ifu n*’éd;qum 7Y

benda tersendiri 7

Jika itu dianggap sebaga bagian davi bangunan dan dikatakan bukan o

icrsendir, maka -'bcra_rii bahwa terh 'ap' bagian ruangan f(crschut {idak
dxiakukan penyerahan, bagldn-bagxan itu tidak dapat dijadikan obyvek dar hak b
Yang dapat hanva bangunan itu seca ra keseluruhan,

Bagian dani bangunan itu bukan benda dalam lapangan zaken secht

{ctapi bagian terscbul dapat dism\_kakan-, dbngan kata lain dapatl dijadikan b

verbintenis. Bagian dari bangunan 1tu {ruangan) adalaii juga benda,
lapangan verbimtenis.
Jadi persewaan dari sebahagian benda -fbamng dapat diartikan sebagai suetn bands
Dari uraian Pasal 1548 KUH Perdata discbutkan jangka wakiu fericnin il
hanvalah dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua beiah pibal &
penyewa tersebut dapat menikmati barang/beinda tersebut.
Mengenai harga sewa atau uzmg sews harus merupakan kesepakatn oo
para pihak, vaitu antara pthak yang mcnycwakar* dan pihak penyiwa
Dalam sewa-menyewa tidak ada & etentuan yang menyatakan bahwa harga sewa han

dibavar dengan uang.




Wirjouo Prodjod;'koro, mcnyalakan bahwa

* Biasanva harga sewa _adaiaah bemrmud uang, tetapi sifat dari sewa-menvewa i

akan berubah apabita uang ini dlg&f}th ngan yang lainnya

Pada umumnya saat sekarang ini dalam perjanjian sewa-menyews haion oo

dibayar dengan uaéﬁg’_ NSE

berancka ragam scwa-menycwa vang {imbul . ada scwa menvewa rumah nmih
buku, mobi! dan lain sebagatuya.. |

Dt dalam KUH Perdata mengcn_e_:,i;;;éwa-tnetzyewa ini dapat dibagi dalam 7 basan
yaiti .

i, Perjanjian scwa-mcnycwa pada umumnya vailu vang dapat kila jumpat 4

Buku 111, Bab V1l Bagian dari_ér;;un Perdata.

7. Perjanjian sewa-menyewa khususyaitu :
4 Sewa-menyewa yang berlaku untuk remah dan perabot rumah vane Lo
jumpai dalam buku III Bab VIL
b. Sewa-menyewa khusus berié@i:m’tuk tanah.
? DR Wirjeno Prodjodikore, Tlukum Pcedah; tentany hak atas bonda, Penerbil PT Pombunines

masss Jakarta, 1963, hal. 51 i




Pcrianjian scwa-menycwa pada umumnya vang morupakan kelenfuan soies

Perdata. Ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata adalah merupakan defenisi atau =ous
menyewa, sebagaimana telah d: jeiaskim'.

Scdangkan pasal 1549 ayat (2) KUH Perdata menyaiakan scmua jonis barane 0l
yang bergerak maupun yang tidak b_ergerak dapat disewakan.

Hak sewa i adalah merupakan hak st petivewa unfuk menipersu

barang veng disewanya dengan membavar sewa

Hak scwa it pada arasnya tidak bolch dipindahkan pada orang lain koogsd

telah diizinkan oleh pemilik barang. Pemindahan hak sewa i1 dapat berbenui

“mengulang sewakan ataupun melepaskan sewanva”,

Dalam hal mengulang sewakan, si penvewa bertindak sendi cobavar il

dalam perjanjian sowa-menycwa kedua vang diadakannya deogan scorang o

ketiga. Sedangkan dalam hal melepaskan sewanya ia mengundurkan diri sei

penvewa dan menyurah pihak ketiga untuk menggantikan dinova sehazar oo

sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendini dengan pihak vanyg menvews

Apsbila si penycwa mclakukan apa vang dilarang. maks

menvewakan dapat memintakan pembatalan perjanjian sewanva dengzan

.

pembavaran kerugran, sedangkan pihak vang menvewakan seteiah pomd

tidak diwajibkan mentaati peranjian ulang sews dengan orang ketiga itu




C. Dasar Hukum Perjanjiun Sewa-Menyvewa
Perjanjian sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan = huur o
verhuur . Perjanjian sewa-menyewa scbagai suatu perjaniian bhernama,

perjanjian scwa-menycwa . baik terhadap barang bergerak maupun barang 00l
bergerak dalam ketentuan Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KU1 Perdata,
Oleh karena ketentuan dalam KUH Perdata  tersebut vasanva masih Lo

lenckap, maka setelah kemerdekaan Indonesia dikeluarkan pula ketentuan vans 000

Pemerintah No. 49 Tahun 1963 (PP No. 49 Tahun 1963). Sebagai peinksans dun
Peraturan Pemerintah Peageantt Undang-Undang No, 6 Tahun 7567 tentans Poio
pokok perumahan (LN No. 40 Tahun 1962) Kemudian pada tahun 1964 Poos
terscbut (clah ditctapkan menjadi Undang-Undang  vaitu Undang-Undanz ™o

‘tahun 1964 (UU No. 1 Tahun 1964).

Dengan demikian, sika berbicara tentang perfangian sewa-inenvewa poial oo
atau bangunan, maka harus diperhatikan dasar-dasar hukum tersebut dinias
ditinjau dari scgi peraturannya dapat dibedakan aias dua empat
1. Peraturan sewa-menyewa yang terdzgpat dalam KULI Perdata,

2. Dan sewa-menvewa vang terdapat di tuar KUH Perdata,

o




Dalam Pasa! 1548 KUH Perdata discbutkan :
1 Perjanjian sewa-menyewa adalah sué_itu_ perseiujuan dengan mana pihak vanz s
mengikatkan dirinva untuk mcmbef‘ik@m kepada pihak vang lainnva kenikmatas dao
_I_; suatu barang dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga vane ol
pihak tcrscbut belakangan ftu di sanggﬁ_ni_ pembayarannya.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat adanva 4 (empat) unsur perjaniian sevs
| menvewa vaiiu !

T Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penvews

: 2. Pihak yang mcﬁycwakan menycrahkan barang kepada penyewa untuk ma- nali
sepenuhnya,
3. Pemkmatan berlangsung untuk jangka wakiu fertentu,
4 Penyvewa membayar horga sewa tertentu.
Kemudian dalam Pasal | Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun {963 ditemubus
perumusan hak sewa. Menurut Pasal 1 tersebut hak adalah setiap hak vang tim
dengan nama a@aya da!afﬁ bentuk apapun bertyjuan ungk memperolel hak ool
. | mempergunakan suatu perumahan dengan membayer harga sewa
4 Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilali perumghan dulues
* Peraturan Pemerintah tersebut adalah termasuk juga bangunan pertokoan. Secara =iz

dalam Pasal 1 huruf a Peaturan Pémerintah No. 49 Tahae 1963 i oo

pengertian istilah perumahan yaitu, bangunan atau bagiannva termasuk halamns doo




jalan keluar masuk yang dianggap perlu vang diporgunakan olch soscorins

perusahaan atau badan-badan fain untuk tempat tinggal dan untuk keperiuan iz

P

Walaupun  kita telah  memiliki  ketentuan sewa-menvewa nerumaban
sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 1963 dan telah diubah dengan PP Re

Tahun 1981, namun = demikian (crayala di dalam PP fcrscbul, keleniuan sows

menyewa masih menunjukkan pada ketentuan lain. [lal ini dapat disimpulkan dar

Pasal 4 avat (1) PP No. 49 Tahunl963 vang menerangian bahwa, hukum oo

peraturan ini. Dalam memori penjelasan ditcgaskan babhwa yang dimaksud donasn
hukum tentang sewa-menyewa ini adalah ! lukum Adat sebagai inti hukum indonssiz
Sudargo Gautama mengaiakan bahwa Hukum Adat vane dimaksud dooo

adalah Hukum Adat tidak dalam bentuk murni, melainkan vang disesuaikan donon

N =

keadaan sckarang ini, 4

engan demikian, menurut kata-kata resmi dari pembuatan Undang-Us

maka hukum vang betlaku adalah vang dipergunakan berbagar landasan Soo

- peraturan sewa-menyewa sekarang ini.

dikemukakan diatas, kiranya dalam baﬁgia’n ini perlu pula dikemukakan beberapa

-

4 Sudarge Gautama, Komentar atas UU Pokek Perumahan dan Peraturan 5o
Aenyewa, Alumni, Bandung, 1984, hal. 51,




pendapal sarjana  (cntang Qvaa"mcnwaaf;ilii; Dalam hal ini M. Yahya harahap.
berpendapat bahwa :

"Sewa-menyewa adalah persetujuan ani:al;;.__{ pihak vang menvewa dengan nihal
penvews. Pihak vang menvewakan atau pemilik menverahkan barang vane headad
discwakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenubnya 7

Rumusan vang dikemukakan diatas, tidak mensgaskan tentang adanya waktu
tertentu . Dengan demikian nampakiah Eahwa, sewa~-menyewa iersebut memans
mutiak adanya waktu dan harga sewa tertente. Hal i dapat disimpuliian dani waias
bertkutnya yvang menjelaskan bahwa pentkmatan berlangsungz untuk suatu jangks
waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu pula.

Drengan demikign termvata elah ade anggapan bahwa | svarat tersebut ndal
periu lagt disebut dalam pergertian sewa-menyvewa. Menurut R Subekti bahwa
“Sewa-menvewa adalah suatu perjaniian dengan mana pihak vang satuy mongikal
dirinya untuk memberikan kepada pihak laiﬁya.kenikmatan dari suatu barang . selama
wakiu terfentu dan dengan pembavaran sesuatu harga vang olzh pihak vane tevalhe
1t disgnggupi pembayarannya s

Dari defenisi (crscbut diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hubungan scv

M, Yahya Harghap, Op, Oif, hal, 20
® R Subckti, Hukum Perjanjisn, PT. Intermasa Jakarta (sclsnjutnya disingkat R Subokis, 13, hal

87,




menyowa, pemilik menverahkan suaty ‘barang tertentu untuk dipakai dan dinikmat
kegunaannya oleh pihak penyewa dalam waktu tertentu dengan pembavaran haros
tertentu vang disanggupt oleh penyvewa. Disini jelas discbutkan bahwa vans

diserahkan oleh pihak pemihik bukanlah hak milik atas barang. akan tetapi ha

hak untuk menikmati dengan cara memakai dan mongzunakan barang (erschut,

Artef Masdoeki mengatan bahwa : “Yang dimaksud dengan perianiian seva
menyvewa  adalah suate  perjanpian untuk  menverahkan suatu barang  untel
dipergunakan dalam waktu tertentu dengan sewa tertenta” L -

Di sini jelas yang dimaksudkan banwa pihak yang salu monyerah kas
barangnva untuk dipergunakan oleh pihak lain dalam waktu dan dengan keharusan
mambavar jumiah sewa tertentu. Rumusan di atas didukuang pula oleh Almad ichsan
vang mengatakan bahwa © “Perjaniian sowa-menyews adalah suatu perseniuas
dimana yang menycwakan menycrahkan pemakaian scsuatlu benda untuk wakiu
tertent vang telah disetujuinya untuk dibayarkan”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atss, dapatizh dilihat adanva kesamaan
pendapat  bahwa peqanjmn sewa-menvewa  bertujuan untuk  membenikan bak
momakai dan menikmati, dimana pihak pcnyewa dibcrikan hak untuk memaniaaikas

sesuatu barang vang disewa selama Waktu-_-'gang telah disepakati dengan keharusan

Arie! Masdock: dan M, F Tirlarmdiave, Aras dun Dasar Pukaos Pordaty, thambatan Jakats
1963 hal. 149,

e Ahmad Tehsan, Hulkum Perdagta T B, Pambimbing Masga, Jakarta, 1967 hal 121

t.da



membayar harga scwa kepada pihak vang meayewakan scsuai dengan isi pori

Bertitik tolak dari pengertian ini. dapat diketahui bahwa hak menibman wersehu

4
th

e
P

wanva pada jangka waktu tertenta sesuai dengan peraniian,

Dengan demikian, maka barang vang diserahkan 1tu bubuaniah untuk dimalil
akan (ctapi hanya dipakai uatuk sclama masa pcrsewaan berlangsung.

Oleh karena itu sebenamva tujuan pembayaran sejumiah uang dan perjaniian
sewa - menvewa hanvalah sebagal imbalan atas hak penikmatan benda vans
disewakan,

Scsuai dengan tujuan pcmba_\-‘arag scwa vaug dengan demikian, barang vang

dapat dinitkmati tersebut hanyalah terbatas pada barang lain-fainnya, walaupun hal itu
merupakan suatu kesatuan, Keadaan vang demukian dimungkinkan tenading
perjanjian sewa-menyewa terhadap kamar dari sebuah rumah L divana penvews
hanya monguasai penikmatan scbuah kamar itu saja. Hal ini borarti bahw
kemanfaatan kenikmatan sebuah kamar itu tidak berarti bahwa, si penvewa lanias
berhak untuk mentkmatt seluruh ramah vang dimaksud.

Pendapat dan rumusan yanyg dikemukakan para ahli hukum di atas, walaupus
dengan pengertian perjanjian scwa-monycwa scbagaimana dialur dalem pasai 1543

K ULl Perdata dan sesuai pula dengan pengeman hak sewa vang dimaksudkan pada

M, Yahya Harahap, Op. €it, kal. 221,



pasal | hurul b Pcraturan Pemcrintah No. 49 Tghun 1963 dan konudian icish

dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 'Vahun 1981.

ot LM il i v 2 i i

i3, Teriadinya Perjaniian Sewa-Menvews

Pada dasarnya lcrjadinya perjanjian sewa-monycwa, apabila tclah ada kaw
sepakat antara pihak yang menyewakan dengan pihak penvewa. Perjanjian sewa-
menvewa adalah perjanpan konsensudl, artinva dia sudabh mengikat pada deuk

fereapainya sepakatl mengenal unsui-unsur pokok menwut R Subekti | “Uinsoe

3

Unsur pokok harus dipenuhi hanyalah barang dan harga”™.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, bahwa adanya kesspakatan tentane
barang dan harga dalam perjanjian sudah memenuhi svarat sahnya perjanjian sewa-
menyewa tersebut. Dalam hal ini periu pulia (fipertunyakam apakah penentuan adanva
jangka waktu bukan merupakan unsur pokok ;Mam perjaniian sewa-menycwa.

tial ini perfu dikemukakan sel:mbungan dengan bunyi pasal 1548 KUii
Perdata vang memuat unsur adénya suatu waktu tertentu, disamping adanva svarat
persetyjuan, adanya barang vang disewakan dan pembayaran harga sewa. Dalaa
uraian pasai 1548 KUH Perdata terscbut. Beberapa sagjana berpendapal bahwa jangka

wakfu tertentu merupakan  unsur Pasall 1548 KULL Perdata. Sebagaimana

’




dikemukakan oich M. Yahya Harghap bahwa . “Scwa-menyewa morupakan
nentiematan berlanesung untuk suatn janska waktu tertentn™ ¥
Femudan Acet masdoekt juga berpendapat demikian,

Dalam uraian mengenal unsur pokok mi R Subekti selaniutnva ia iuen
momperianyakan (entang “ Wakltu terientu”, isi daripada Pasal {548 KifH Perdata
mengatakan sebagai benikut :

scbutkannva perkataan” waktu tertentu” dalam uratan 1548 KUH Perdata
menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya tu sebab dalam sewa-menvews
tiadak perlu discbutkan untuk berapa lama barang tiu discwanya, asal sudah di sciujui
herapa sewanya untuk satu hari, saty bulan atan satu tahun ” V!

{3ari perkataan tersebut diatas maka R. Subeltt berpendapat bahwa vane
mutlak harus tercapai untuk terjadinya sewa-menyewa hanyalah kesepakatan tentang
harga yang harga scwanya saja. Scdangkan jlka waktunya tidak ditentukan ada
konsekuensinya bahwa, pihak yang menyewakan berhak untuk menghentikan sews
menvewa tersebut setiap waktu,

Sebagaimana pendapst R. Subekti se]dn{utnyd menambahkan sebagai berika
“Scbaii};nya kalau scscorang menycwakan barang ianpa mcenclapkan suatu wakiu

sudah teantu ia berhak untuk menghmtikan sewa itu setiap waktu, asalkan

M, Yahya Harahap, Loc.Cin
R. Subekti. Loc.Cil.

o



memberitahukan jauh schelumnya tentang pengakhiran scwa sosuai dongan kebiasaan
setempat’. '2

Mengenat kesepakatan tersebut, d_'s;pat' dilihat suatu pertimbangan bahwa
uilak unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1548 KUH Perdata adaiah didasarkan
pada alam pikiran bahwa, scwa-menycwa harus ditentukar jangka wakiunys Uraizs
tersebut dapat ditentukan apabila di perhatikan bunyi pasal 1579 KUi! Perdatn
menegaskan bahwa “Pihak 'y'ang menycw%kan ttdak dapat menghenukan sowania
dengan menyatakan hendak memakai &endJm lharzmg vang disewakan, kecual telal
diperjanjikan scbelumaya™,

Adzanya ketentuan yang demitian, iéias dimaksudkan bagi penjanjian sewa-
menvewa vang menentukan batas waktu I;;rkiangsuixgtsy'a sewa-menvewa tersebut
Akan tatapi kaiena ketentuan dalarn KUH Perdata merupakan Hukun pelenchan

malah Icbih jauh lagi Mahkamah Agung tclah pernah mengeluarkan surat edaran Mo

3 'lahun 1963 (SE. No. 3 1ahun 1963) perihal gagasan mengangeap KL Perdasz
tidak sebagai undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagaimana dikaraban alct
R. subekti bahwa terjadinya perjanjian seivu%nenyewa sudah dianggap sab apabils
{clah tcrdapat kescpakatan lcﬁtang barang yang discwakan dan adanva kesepakaian

tentang harganva. lidak ditentukaunya jangka wakm sewa-menvewa tidakish

o

menvebabkan batalnva  perjanjian  sewa-menyewa dan sebalikova, ke ndat

ditentukan jangka waktunva tersebut maka pemilik atau pibak vang memwe

vty
{45141



Schagal penyewa kedua, maka scwajarnya harus scz.sm pemilik karcna hubungan scwe
menvewa adalah hak perorangan.

Herbeda halnva pika vang disewskan itu 'm.empfls.kan bagtan dant barang saa,
bukan keseluruhan misalnyapenyewa pertama mcnl}fewa.'sehuah vimai dan salab i
dari kamarnya discwakan lagt kepada pihak lain. maka hal itu tidak mesti adaniva ivin
dari pemilik rumah.

Kesepakatan atau persesuaian kehendak dalam perjanjian sewa-menvewa dapat
terjudi secara lisan atau tertulis. Dengan demikian %’dhpat terjadi tindakan menawarkan
atast mengusuikan {mengajukan permintaan) dacd satu pibak kopada pihak vang lainnya,

Apabila ditinjau dan texjadinya kesepakatan ini, maka terjadinva perjanjian
sewa~nienvewa dapat didakukan melalut cara Sﬁbagai_;barikut :

i Pepulik atau orang lain yang secara hukum berkuasa ates suatu barng menawarkan

kepada pihak lain bahwa ia hendak menycwakan suatu barang tertentu. Penawaran
vang demikian ftu dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula secara tertulis.
Misallcan dengan memasangkan iklan pada suatu media massa melalus havias
{kovan), majalah, radio, bahkan dapat pula terjadi secara sederhana. Misalnya dengan
mencmpelkan kertas di depan scbuah ramah'.dmgan {ulisan vang borbunyi
“Pemberitahuan bahwa rumah ini-d:i_sewakan ataii:'_toko ini disewakan™.

! ¥

Dengan cara fersebul inaka pemddik atau omﬁg vang menguasal barang suatu o

sudah melakukan tindakan penawaran sebagal salah satu cara pendahuluan tened

SCWA-MICAYCOWA, Scscorang yang morasa memerlukan barang vang dilawarken untuk



o

discwakan {cntu akan mempertimbangakan tentang situasi dan kondisi barang
tersebut.

Cara kedua dapat pula terjadi diawalt dengan usul afau permintaan dart calos
penvewa  Dalam hal-hal adakalanya sescorang yané ngin menyewa suatu bayang
mclakukan tindakan ak{_if:vam'tu micncari orahg?oré.ng yang mungkin borsedia
tenyewakan barang mlllimya Dalam hal ini add beberapa kemungkinan upava vang
dilakukan oleh calon penyéwan-:;igsaluya. mendatangt orang lain secara langsung
dengan memasany iklan paﬁa ﬁéi’bagai nw_dia.'n':iassa yang isinya menyatakan bahwa
“scscorang iiu dengan menyewakan suatyu jonis barang terlenty”. Dongan domikian,
si calon penyewalah yang aktif untuk memulai langkah awal terjadinva perianiian
sewa-menvewa, Jika pemberitghuan fersebut sampal pada orang lam vang juga
berkehendak untuk menvewakan barangnya témehut maka tentu saja dapat diat
pcembicaraan berikutnva. Sclanjutoya akan dukuli dengan pertanvaan kchendak
kedua belah pihak. Jika dalam pembicaraan tersebut tercapai kesepakatan tentang
barang dan harga sewanya,

Cara ketiga dapat terjadi melalui jasa perantara. Di sini perantara tentunya dapat

i

bertindak mencari penycwa dan dapat pula bertindak mencarai barang yang ing

3

disewa oleh orang {ain. Dengan demikian perantara dapat bertindak aktif di dalam

dua posisi,

> ]
'



pula terjadi melalui jasa pe_nmtam. ired

gt w eaTroErT

E. Hak dan Kewajiban para 'Piliak ot
Sebagai suatu parjanjian maka sewa-menyewa yang dilakukan secara sah dapa

menimbutkan hak dan kewaiiban para pilek Kewajiban para pihak untuk mentaati

perjanjian, baik yang dilakukan sceara (cgas dalam perjanjian mavpun kolentuan vang

ey A T T P T I BT, il e T

diatur dalami undang-undang dan pama pthak memperhatikan pula kepatutan dan

Kebiasaan vanhg hidup sehari-hari,

-

Pasal 1550 KUH Perdata menentukan tiga macam kewajiban pihak wane

== g T R =T M R

menyewakan ¢ ketiga macam kewajiban tCrscbul merupakan kewajiban vang harus
dibebankan kepada pihak vang menyewakain sekahpuﬂ hal imi tidak dicantumkan dalam
perangian”,

Dari ketiga kewajiban tersebut adalah sebagai berikut -

ok

Kewajiban untuk menycrahkan barang kepada yang discwa kepada pihak ponyowa,

=2

Kewaijiban pihak vang menyewa umtuk memelitiara barang vang disewa selama

wakiu vang diperjanjikan sehingga barang vang disewakan tadi dapat dipergunakan

dan dintkmati sesuai dengan hajal vang dinaksad pibal penvews,




3. Pihak yang mcnycwakan wajib momber | Kelentuan kopada ponyowa solans
mentkmati barang yang disewa, selama sex\'a-rﬁérzyewa berlangsune,

R subekt juga berpendapat sarna dengan k;:tgntu;in tersebut di atas menvatakan
“adanya tiga macam kewajiban yang harus dipenuhi olch pihak yang menyowakan™

Walaupun demikian Ahmad Ichsan ' menentukan adanyza empat macam
kewajiban pihak vang menvewa, vaitu | df:ngan. menambaikan kewaptban kKesmpa
dimana pilak vang menyewakan “ selama penyebab benda itu tidak mengubah bentuk
dan susynannya”, '

Jika kita perhatikan ketentuan Pasal 1550 KU1 Perdata dan pendapat K. Subeksi.

ielasiah pada hakekatnva sama tentang tipa kewapban pihak vang

(3
=

menvewakan,
Sedangkan p&:numl‘mhan-ke\m_iiban keempat oleh Abhmad {ehsan menurut pembabasan
vang (clah diuyraikan , pcnambahan dalam menalsirkan arti istilah ketentraman vang
harus diberikan atau diciptakan oleh pifiak yang menyewakan.

Hal int dapat dimakium: sebab jika para pithak yang menvewakan melakukan
pernbahan bentuk dan susunan barang yang disewakan selama waktu persewasn
berlangsung, maka- tentu dapat mcmungkinkant-lcrganggunya kelentraman si ponycws,

Contoh : sebuah rumah kayu vang sedang disewa oleh orang lain, tiba-tiba direhab

-

S
ELFd.
i Sehokis, Op G hat 9

Ahmad Ichzan, Op.Cit, hal 122

Iad
i



mcniadi rumah beton olch omg_y-ang mcnyewakan Tentu saja akan menghilanghan
ketentraman si penyvewa.
Oleh karena ity, adanva penambahan kewajitban keempat bagi pihak vans
menvewakan  sebagaimana  vang dikemukakan oleh Ahmad  Ichsan  merupakan
pencgasan kembali tcrhadap maksud dan kcwajibzég}:_i.igciiga_~ vaitu : tenlang keleniraman
vang harus diciptakan untuk si penyewa.
Seperti diketahui ‘ada kewajiban pthak vang menvewakan fentu adapula
kewanban pihak penvewa. Sesvai dengan Pasal 1560 KUH Perdata maka M Yahua
Harahap mengemukakan pula ada 4 (cmpal) macam kowajiban penyewa, vaitu
i. Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu vang telah
ditenfukan,

7 Memakas barang vang disewa secaia patut sesuai dengan tujuan vang ditentukan
dalam perianjian,

3. Penvewa wajib menanggung kerusakan kecil akibat pemakaian barang vang disewa.

1 Mengembalikan barang vang disewa pada saat berakhirnva perjanjian sew..

R. Subckti berpendapat bahwa ™ st penycwa mempunyai dua kowajiban™, yaitu |
i Memakai barang vang disewa sebagai seorang bapak vang baik (artinya merawat
scakan-akan barang itu adalah kepunvaan sendir), sesuai dengan fufuan vang

diberikan kepada barang itu menurut perjanyian sewanya.

]

Wb Yahva tarahap, Op O, hat 228-22¢
b p. Up

i1

{2



2. Membayar harga sowa pada waktu-waktu yang telah ditenivakan ™

Dari kedua pendapat {ersebut di atas, nampak denpan jelas bahwa M. Yahva
Harahap, lebih mendetatl dalam mewelaskan kewaiiban si penvewa Sedanghan B

Subckti hanya mengemukakan pokoknva saja yailu momakai barang yang iclah

diperjanjikan. Mengenai kewajiban memakat barang secara baik. R, Subskt

terhadap barang yang disewa™ 7

Mcngenal kewajtban untuk mengembalikan barang  vang discwa pada saal

habisnva masa perjanjian sewa-menvewa. Oleh R. Subekti tidak perlu dutarakan
sehab sudah {2lds bahwa perjanjian sewa-menyvewa bertujuan untuk membertkan hak
pemakatan saja. bukan hak wmilik atas suath benda dan sewa-menvewa ndsk
monimbulkan hak kebendaan melainkan hanya memberikan hak perorangan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pada prinsip kewajiban penvewva menurut
pepdapat M, Yahva Harahap dan R. Sukekti adalah sama sesuai dengan apa vang

dimaksud oleh Pasal 15360, 1561,1562,1563 dan 1564 seita Pasal 1567 KUH Perdaia

= R. Subcktt, B, Op.Cit, hal. 21-92, _ )
R, Subekii, Pokok-pokok Hukum Perdats PT. Pembimbing Masa. Jakarte, 1937 (selanjutnya

disingkal B Subekt, HI), bl HIS

)

o




¥, Hapusnya Perjunjian Sews-Menyewa

Pada dasamya KU1l Perdata telzh men’ennikaq secara umum tentang berakhimyva
peranjian sewa-menvewa. Namun demikian ada jhga pengakhiran sewa-menvewa vang
tidak dintur dalam KUH Perdata. KUH Perdata mcﬁcntt.zkan bahwa, sewa-menvews
berakhir jika benda vang discwakan musnah, tibanya balas wabiu lericnis vang
diperianjikan secara fisan mengindahkan pemberitahuan tenggang waktu vang patut dan
adanva ketentuan khusus yvang welah diperjanjikan,,

Dari uratan tersebut di atas, dapat diketahut adanya empat macam cara hapusnua

perjanjian sewa-menycwa, vailu:

1. Berakhirnva perjanjian sewa-menyewa karena benda yang disewakan musnah.
fika benda vang disewakan musnah atau lenyap disebabkan suatu kegadian vang
teviadi di juar kesalahan salah satu pihak, makz; perjaniian sewa-menvews beyakhi
demi hukum atau gugur demi hukun,

Mengenai hal ini ditentukan dalam Pasal 1553 KUl perdata vang menentukan
balwa : frka barang vang disewakan i leavap sama sekali maka perjanian sewa-
menvewas u gugur demi hukum, tetapt kalau yang lenvap sebabagian saja maka
penvewa dapal mominta pengurangan harga sowa atay mominta pombaialan
perianiian sewanya.

Dant perkataan “gugur demi hakam” iy R. Subekt mengambil kesunpulan

habwa 7 masing-masing pihak sudah tidek dapat menuntut sesuatu dan pihak

)




lawannya, yang berarti kerugian akibal musnahnya barang yang discwakan dipikul

i : 4y 2 *
sepenuhnya oieh pihak yane menvewakan™ %

Berkenaan dengan hal ini Artef Masdoekit berpendapat bahwa |
“Penunjian sewa-mienyewa dapat dibubarkan dengan lenvapnva barang wvang
discwakan. Yang dimaksud dengan perjanjian feayap vaity rusak atau hancurms

barang vang disewakan hingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagimenurut

tujuan semula”,

karcna kerusakan atgu kemusnahan barang vang discwakan, harus ditafsivkan bahas
barang tersebut bukan musunah secam kesélumhan akan tetapt cukup jika
menvebabican barang tersebut tidak dapat lagi dipergunakan untuk mj.uai‘a semula
atau dengan kata fain tidak dapat {agi dipergunakan sebagaimana mestinva

Tibanya batas wakiu vang ditentukan sccara f{crtulis dalam perjaniian scws-
Pertama sekali perlu diperhatikan st Pasal 1570 KUH Perdata yang menentulan

“Jika scwa ity dibual dengan tulisan maka scwa tlu borakhir demi hukum, apabila

waktu vang telah ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannva sesuatu

v

2.

MENyewa.

hahwa

pemberhenttan untuk itu”,
2 # subekin, 1 Op O, hat 92,
2

Aricf Masdocks, Op. Cit, hal. 130,



Dalam perjanjian scwa-menycwa yang mana berakhirnya iclah diteniukan seears
tertulis, sewa-menyewz dengan sendirinya berakhir sesuai dengan batas-batas wais:
vang telah ditentukan oleh pihak, Pemutusan hubungan sewa-menvewa dalam hai oo
tidak perfu lagi diakhin dengan surat lain, artinya jika batas waktu vang ditentuban
sceara tertulis (clah tiba, maka tidak pevlu lagt adanya surat pomberitahusn (ontans
habisnya sewa-menvewa.

3. Tibanva batas wakty vang telah difentukan secara teriulis,

Dialam Pasal 1571 KUH Perdata menentukan babwa -

“Iika scwa-menvewa tidak dibuat dongan (ulisan maka sowa ity tdl borskhin nads
wakiu vang telah ditentukan, melamnkan jika pihak lain bahwa 13 hendak
meughentikﬁn sewanva dengan mengimdabkan fenggang waktu vang dibarusian
menurut kebiasaan setempat”™ ‘

Dari ketemuan (crscbut di atas dapat dikciahut bahwa perianjian scwa-moenyows
untuk jangka waktu vang telah ditentukan secara lisan , maka perjaniian ni tidak
beralhir tepat pada wakiu yéng telah ditentukan/ diperjanjikan. Pevanpan tersebu
baru dapat berakhir jika adanya pembentahuan dan salah satu pihak fentang
kehendak mongakhiri scwa-menycewa. Dan harus juga diperhatikan jangka wakiy
vang layak menurut kebiasaan setempat.Batas waktu antara penghentian dengan

nengakhiran sewa-menyewa ini disebut “jargka wakty penghentian”™

7 o+ 5

M. Yahya tlarahap, Op.Cit, hal. 240,
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BAaBHIH

ARIBAT HUKUM DARI PERIANJIAN SEWA-MENYEWA

A, ITubungan Sewa-Menvewa Menurut PP No, 49 Tahuen 1963 Jo, No, 55 Tahkan
1081

Sepertt vang telah diketahu bersama bahwa tentang sewa-menvewa vang belum
tercantum dalam buku T bab VI KUH Perdata vang udak sesuar lagt dengan
porhombangan zaman (klim Indonesia) dewasa i, dan sistem dalam KUH Poerdata
twrachut yang hanva berlaku (crbadap golongan (ericntu/kecil, scbhab KUH Pordaia
adalah mierupakan hukum peninggalan kolonial Belanda maka Pemenntahan indonssia
menecivarkan peraturan baru tentang perumahan di dasarkan atas Undang-Undang No i

by 1064 Umiang-m\dmg ini disebut secara singkat “Undans-Undang  Pokok

Poramahan” sccata lengkap undang-undang ienlang penclapen peraiuran pomcriniah
nenceantt Undang —Undang No. 6 Tzhun 1964 tentang Pokok-pokok Perwmahan (LN
ahun 1962 No, 40} menjads undang-undang,

Kemudian pemerintah ates pertimhangannya mengeluarkan perativan peratinan
(catane hubungan scwa-menycwa perumahan \rauu PP No. 49 Tahun 1963 yang
kemudia dirubah dengan PP No. 55 Tahun 1981 vang berlaku untuk setiap warga negara
vang menvangkut semua perumahan baik di kota -'maupun di pelosok-pelosok juga di

dasarkan atas hukum adat sebagai initi hukum Indonesia vang disesuatkan dengan

keadaan ind,




Periimbangan pomerintah terscbut adalah scbagai berikut

Bahwa masalah sewa-menyewa perumahan berdasarkan Pasal 7 Undang Undang
No. 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan vang harus deatur denga
widang-undang,

Bahwa sclama undang-undang scbagaimana yang dimaksud dalam huref 3 bolum
ada. untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan penmjelasan Pasal tersebut
berlakulah Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang hubunpan sewa-
menvews pecamahan harus diatuy dengan undang-undang,

3. DBahwa dalam mcayesuatkan ketentuan yaug lercanlun dalam Peraturan Pemeriniah
No. 49 Tahun 1963 khususnya mengenai penyelesaiar sengketa hubungan sewa
menvewa perumahan dengan mengalthkaniya ke badan Peradian wmum,

Walaupun (clah ada peraturan khusus tentang hubungan scwa-menvows

perumazhan vaitu Peraturan Pemerintah No. 49 ‘Tahun 1963 jo. Peraturan Pemerninial
No. 35 Tahun 1981, tetapt keteniuau daiam Peraturan Peineriniah tfersebut masth
menunjukkan kepada ketentuan fain yang di dalam memon penjelasan ditegaskan bahwa

vang dimaksudkan hukum scwa-menycwa adalain scbagai inti hukum Indencsia. vang
oleh Sudargo Gautama bahwa: * tetapi hukum adat ini adalzh tidak hukum adat dalam

3 : 5 13
hentuk murni melainkan dengan keadaan sekarang™,

o |

Sudargo Gautama, Op.Cit, hal, 57,



[

Terjudinyva Hubungan Sewa-Blenvewa Menurut PP No., 49 Tahuan 1963 Jo. Na.
35 Tahun 1981 '
Pada umumnva sewa-menyewa terjadi karena adanye kesepakatan gthak
penvews dengan pihak vang menyvewakan. Suatu penanjian merupakan dasar vang
umum untuk hubungan scwa-menyewa, lidak dinyatakan dalam tcks Poraluran

Pemermfah No, 49 Tahun 1963 Jo. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1921 sendin,

totap dalam memort peajelasan (Pasal 4 avat 7) dikemuiakan hal sebagat bardiut

ang tegas at atara p;hak pemthk danpeﬂyewaj namun dem.iq:m a.ﬂab;h ses mmng &
itihad batk {clah menghuni porumehan sccara (Crus-mencrus selama 5 {ahun atay |
mnpasdagva gugatan dant pidwk vang borbak, maka pensheniova weleh ma
persetujuan dar pemilik”.

Kemudian Sudarga Gautama berpendapat bahwa

Disamping pemufakatan kedua beiah pihak pemilik dan penvewa masih terdapat hal-hal

Mmsuq dimana terciptanya pula hubungan sewa-menyewa menuruf kefentuan dalam
craturan Pemeriniah, Kemungkinan ini (creantum dalam berbagai pasal terientu adaish
bagzu bertkut

Kemungkinan pertama : Apabila terdapat perbedaan faham antara pihak pemilik dan
pernakal mengenat harga sewa maka KUP setempat dapat menentukan harga sewavang
mengikat kedua belah pthak Dalam hal m lahirlah suatu sewa-menvews secars
meneikat atau mau tidak mau harus ditaati oleh kedua belah pihak { Pasal 8 aw
Peraturan Pamerintah No. 49 Tahun 1963). Kemudian Pasal 8 avat 2 meneaas
mengenal harga sewa tidak diperkenankan banding, Dalam pasal ini dapat kita ihat sifat
mcngtkat kedea belah pihak.

Kemungkinan kedua  : Jika perjaniian sewa-menyewa diperpaniang oleh kepala KUP
perpanjangan ini dapat dilakukan datam berbagat hal tertentu vakni @ st peny
menyewa untuk jangka waktu tertentu, tetapt scbelum jangka wakiu ity habis 12 hend
menghentikan sewanya. Orang {ain yang turat menggunakan tempat yang bersangs
secara sah. kini diperkenankan mengajukan permohonan kepada kepala KUF
morcka dapat diperkenankan untuk dapal mencruskan porsewaan untuk jangks
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yang {crsisa {Pasal 11 avat 1}, Hal terscbut di atas pemilik tdak bersedia mencruskan

hubungan sewa. Tetapi da  terikal pada  ketciapan  dari kepala KUP  vane
memperkenankan bahwa sewa-menyewa adalah berlangsung terus menems. ©

lika diperhatikan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambi saw

restimpulan baahwa teradinya hubungan sewa-menvewa perumahan dapat teriadi ¢

] iannas

adanya kata scpakat atau persclujuan dari para pihak, vang berdasarkan dari ponctanan

kepala UP
Bepitu pula halnya tegadi pedanfian tetap di Kotmadya Medan ditunbuiia

adanya persetujuan anatara para pthak. Dengan diizinkannva oleh pemilik tanah

nai univk
dibangun toko di atas tanshnya ferschbut dengan kelentuan tanah dan toke forschut hal
mitik yang punva tanah dan pibak yang membangun sebagai pihak penvewa atas toko
tersebut dengan membayar harga sewa vang bersifat tetap vang bedaku terus menerus

tanpa batas waktu.

2. Penvewaan Kembali Kepada Pihak Ketiga

Penyewaan kembali kepada pihak ketipa dari sehagian rumah/toko hanva dapast
berbunyi : “hanya izin pemilik dan sciama scwa-menyowa dapat menyowakan scbagian

dari perumahan pihak ketiga”. Ketentuan inf berlainan dengan ketentuan yang terds

dalam KUH Perdata vang membedakan anfara rumah vang dipakat sebhagai tempa

tingeal dan rumah lainnva (toko, perumahan)

thid, hal 32,



Pada rumah scbagai tempat Unggal si penyewa bebas untuk menvowskan fa

sebagian rumah yang disewanya, apabila tidak dicantumkan secara tegas da

perjangian, Sedangkan untuk sewa-menyewa toko/perusahaan, kita lihat bahwa tanes

perseiujuan vang tegas dani pthak pemilik tidak dapat dilakukan penve

wewaan sehaginn

SESPNCESLIN -

toko/perusahaan kepada pihak ketiga.

‘fetapi dalam PP No. 49 ‘Pahun 1953 Jo. PP No. 55 'tzhun 1981

membedakan seperti vang terdapat dalam {UH perdata tersebut. Dialam FP iersel

RS S

LERITES

penvewaan kembali kepada pihak ketiga dan semua macam rumah (haik toke

TS TEeH

s i ma s kb, o Sl
L]

perusahaan) tidak diperkenankan kecualt dengaa izin pomilik,

3. Peughentian Sewa-Menyewa

Dengan diundangkannya PP No. 55 Tahun 1981 vang mengubah Pasal 14 ¢

IV f(cniang pengnentian scwa-trenyewa). PP No. 4% Tahun 1963 dukuti donges

i e TIRRS S ST

penghapusan Pasal 11,12, dan 13 PP Ng.49 Tahun 1963 yang tennasuk dalam

kewenangan vang fadinya berada di tangan Kepala KU telah dibagi, vaim ¢

S i 4 Al i it

a Kepala KUP hanya mendaftarkan penghentian sewa-menyews pensuahan

terjadi dengan kesepatan kedua belah pihak dan yang menyewakan,

Pendaftaran yvang dimaksud adalah kewajiban para pihak (Pasal 10 ayat 1.2 baru;

£ Wai e,

o

Pengadilan Negeri memutuskan penghentian sewa-menyewa perumahan tanpa kats

. o ettt e ot
e
et

sepakat kedua belah pihak melalul perkara gugatan, perkara perdata dadi pihak vang

hendak menghentikan hubungan scwa-menyewa itu {Pasal 10 ayat 3 baru;

Ladd
)




Dalam hal penghentian hubungan sowa-menyowa porumahan dapat

alasan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat | PP No. 49 ‘tabun 1963, sebagai berikut -

g

Karena salah satu prhak tidak memenubi kewagiban sebagammana vang elah

rh

ditetapkan dalam persetuiuan dan atau ketentuan-ketentuan dalam peratuian vane
berlaku,

Apabilaa para pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnyva, o

4]

sudah ada alasan untuk menghentikan sewa. Misalova di dalam perjanpian sewa-

menyewa tdak ditentukan bahwa s penvewa boleh menerima pihak Renion wob

penycwa scbagian rumah/toko terscbut, mnaka si penyewa tidak moemenuhi kewaiiban

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, makka dalam hal 1 si peovews

L)
>

melangpar ketentuan Pasal 5 PP No. 55 Tahun 1981, atas dasar indlah pihak pemihil
dapat mengajukan permohonan penshentian sewa ke Peradilan Negri)
Jika vang mcnycwakan memcerivkan perumahan itu untuk dipergunakan sondin

berdasarkan pertimbangan ekonomu dan keadilan sosial.

Untuk ftu dapar memakal rumah sendint yang disewakan pemilil dapat memina
penghentian sewa, memakai  sendin dapat Kits  artikan  secara luas wang

memungkinkan bahwa pomakaian terscbutl untuk anggota-anggola samak vang

meniadi tanggung jawab penuitik, hal inf cocok dengan tklim ketimuran dan suasans

hukum adat, dan juga untuk keperluan orang tua vang menjadi tanggun jawab

pemilik maka hal ini sudah dapat dipandang bahwa rumah tersebut adalah d

serdin,



ot

Pasal 1579 KUH Perdata mencntukan bahwa para pihak yang menyewakan tidsk
boleh mengakhin sewa dengan menyatakan hendak memakai seendiri barang vanz
disewakan, kecuali telah dipetjanjikan sebaliknya,

Dari ketentuan KUH Perdata tersebut di atasl si pemilik mempunval hak uniuk
mengakhiri scwa, apabila telah ditentukan scbelumnya atau sehaliknya pomilik fdsk
dapat menggunakan alasan yang dimaksud apabiia tidak ditentukan dengan tegas
dalam perjanfian, Maka dapat dikatakan bahwa pectimbangannya dititik beratian
kepada adanva suatu perjanjian dan pihak tersebut.

Scdangkan dalam Pasal {0 ayal 1 huruf b Peraturan Pomerintah No, 49 Tahun {983

Jo. PP No. 55 Tahun 1981 kepentingan ekonomi para pihak dan pertimbane

tersebut fentu tergantung  dart faklor-faktor keadaan sebenarnva  vang hanss
diperhatikan secara seksama. :

Dengan dasar-dasar yang ada sangat dikhawatirkan bahwa ponvewa {idak akan dapa!
mempergunakan perumahan sebagaimana patutnya atau tidak akan memenui

kewajthan menurut persefujuan dan atay ketentuan dalam peraturan vang badalu,

Disamping hal di atas vurisprudensi membenikan beberapa patokan-patokan vang

dapat ditadikan scbagai pedoman untuk menalsirkan pemakaian tdak patut. Ap:
rumah  vang disewakan tidak bertentangan dengan peruntukkannya maka
pemakatanava adalah tidak patut. Contoh ; ;*m\:\ah tinggal diubah meniads heoaka!
pabrik roti dan juga apa yang telah dilarang dalam Pasal 5 PP Mo 49 Tahuon 1963 1o

PP No. 55 Tahun 1981 jupa pomakaian tidak patul.



e
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Scdangkan dalam perianjian scwa-tnenycwa (otap di Kootemedva A

Pfbpnrraey qromstes
LVALAGGLL Wi

dianggap bertentangan dengan kepatutan dapat difihat dari perjaniiannva vang tidai

menentukan jangka waktu berakhie artinva hubungan sewa-menyewa berlangsunc

terus menerus tanpa ada batas waktu. Maka dalam hal i pemihik

menggunakan alasan Pasal 10 di atas.

B, Hisiko tentang Sewa-Menyewa

Mengenai masalah risiko, di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1533 KU

barang vang disewakan ditanggung ooleh s1 pemilik barange, dalam hal im adalah pihat:

vang menvewakan™.

D1 dalam melakukan pekerjaan baik pekerjaan apapun e kita selalu berhaduna
kepada risiko yang mungkin (crjadi akibal pelaksanaan pekerjaan {erschul rosike vans

terjadi baik besar maupun kecil itu sebelumnya sudah harus kita perhitunglan dan

telah mempersiapkan diri untuk menghadapt dan juga berusaha menguianginva sedavz

mampu Kita

Namun adakalanva kita {idak mampu menghindarinya schingga kifa haruus

menanggungnya.

Menurut Kartono, bahwa @ * kalau pthak mempunvar suatu kewapban, menuns

& & iarrh RS

persetiivan tdak dapat mempunyal nisiko karena suatu penvebab vang berada i |



kesalahannya. Jadi dalam hal ini ada vasur yeng favim dischbwl overmacht

- il \u

menghadapi risiko”. *

R. Subekit mengemukakan risiko adalah : “kewajiban memikad kerugian vane
disebabkan karena suatu kejadian di Tvar k_e-g.lah;h'rm salah satu pihak™

Mariam Darus Badrulzaman, mcﬁgqmukakaﬂ pula : “Alaran kepada kifa onis

| siapakah vang harus menanggung ganti rrugt apabila debitur tidak memenuhi

I Y
{RE BRG]

fuar keesalahan™, ¥’

Dari beberapa pengertian tersebut di atas termvata wesiko itu sama

b 43 38 X+

S

| discbutkan kcjadian yang ada di luar kesalahan salah satu pihak atau dengan porky

{ain keadaan memaksa.

Tetapt jrka ternvata risiko tersebut memang ada dan kemudian karena kesalabon

salah satu pthak, di sini yang menangeung nisiko tersebut adalah pihak vane

¢ membuas

. kesalghan terschut.

2Dalam hal g di {uar Lesa{ana salah sata pthak sering merupakan kejadian vang ¢

disangka-sangka terlebth dahulu, vang merupakan suatu keadaan vang memaksa disebu

1uga force majeur

Kartona, Perscujuan Jual Beli menurut KUN Pertlata, Penortit Pradnye Paramta, Jakaria 19749
hal 36

26 Subckt, OF, Op.Cit, ial 24

27 Madam Danus Badrulzaman, Hulaun Perdata tentane Perikatan, diterbitkan olek Fak. Hulw
Ncidan, hal, 49




“Porsoalan risiko ity mcrupakan buntut dari persoalan cntang keadaan moemaksa. suais

4 I8

kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapﬁt diduga”.
: D datam perjanjian yvang termasuk foﬁze m@ieur vang akibat-akibatnva di fuar
kesalahan para pthak baik fangsung maupun tid:ak !aﬁgsun ¢ yaitu
- Bencana alam, gempa bumt, banjir, tepan, daﬂ lainnya
Keegoncangan moneter Nasional/internasional yang mengakibatkan kecsiakaan

ckonomi secata umum, berubah dengan pengumuman dart Pemerintah,

Menurut Socdibyo, force majour atau keadaan di luar kemampuan pemborong ind
dibagi atas :

f. Pemogokan (strikes), kekacavan (disorder), huru hata {(sot commotion), perchuian
kekuasaan (usurped surtection), revolution; mvast dan luar negn (invation acted
foreign enemie), permusuhan perang (war hastilities), blokade (blocceckade)

2. Bencana alam (gempa bumi dahsyat, banjir besar, badai topan, gunung meietus

dahsvat. kebakaran besar. wabah penyakit menular/cpidemi),

Peraturan—peraturan, tindakan-tindakan moncier yang ditctapkan olch Pemernniah

secara resmi sesudah kontrak ditanda-tangani.

4. Thujan terus-menerus lebth dari normal sehingga tidak memungkinkan pemborong
untuk melakukan pekerjaan dengan baik,

(A5

=2 8. Subcku, HI Op.Cit, hal, 25,

20 Socdthyve, Rerbagar jonts Kontrak Bokeraan, Pencrbit Pradnya Paramita, Jukarts, 1954 hal 65




. [ 3 . Norzo a
diatur dalam KU1 Perdata dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUii Perdata vs‘*“‘ 3

menvebutkan |

“lika suatu barang tertentu vang telah dipeganjikan untuk ditukar musnabh & L
kesalahan pemiliknya, maka persetujuar dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dar;
pihaknya tclah momenuhlt persctujuan dapat mcenuntut kembali barsng vang
diberikannva dalam tukar menukar™

Pasal 1553 KUTT Perdata menyebutkan :
“lika selama wakiu sewa, barang vang disewakan sama sekali musnah karena suat:
kejadian vang tak sengaja, maka persﬁ,tujudn sewa gugur demi hukum™.

Adapun Pasal 1545 KUH Perdata ini adalah mengenai suatu persetwuan mubar
meniukar scdangkan Pasal 15333 KUH Perdata adalal mengenat porsclujuan sowas
menvews, Kedua pasal ini menvebutkan bahwa akibat suatu kejadian vang tidak song:
atau di luar kesalahan para pthak maka pcrsettﬁluan suaty perjaniian meniadi gugur, dan
Fasal 1353 KUH Perdata lebih menekankan lagi yang menyatakan persetujuan tersebus
cuvr demat hukum,

Foedua peraturan mengenai r\,s:ko ini ditujukan persetivan timbal balik temuiams Pasal
i 545 KUH Perdata, yaitu ; Peraturan resiko terhadap persetujuan tukar menukar.

Dart ketentuan Pasal 1533 KijH Perdata perkataan gugur demui hukum
mengatakan babwa masing-masing pihak Sudﬂ.ﬁ-lidﬁk fagn menuniut suatu apapun dan
nihak lawannya, hal mana bahwg kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewskan

dipikul sepenuhnva oleh pihok yang menyewakan. Sedungkan Pasal 1545 XUH

tersehut meletakan resiko pada pundak masing-masing pihak.



L. Peralihun Hak dalam Perjanjian Sewas-ﬁrlenyewa

Mubungan dari sewa-menyewa tidak__menimbuii:an hak dan kewajiban. akan

memakai dan imenikmat barang yang disewakan bukan untuk menulikinva
IMaka sualu barang a‘tau benda yang discwakan olch scscorang kepada orang lain,
pada prinsipnya tidak boleh diulang sewakan lagi kepada orang lain, tanpa persetuiuan
pemiliknya kecuali hal ttu diperjanjikan sebelumnya,
Perthal im diatur dalam Pasal 1559 KUH Perdata vang menentukan sehawn
berikat
3i penyewa, jika kepadanya tidak diperizinkan, tidak diperboiehkan mengulans
sewakan barang vang disewakannva. maupun melepaskan semuanva kepada Oz'fir: g lain
aias ancaman pembatasan persetujuannva sewa dan penggantian bava, rugd dan bunes

swdangkan hdi\ yang menyewakan, setelah itu tidak diwajibkan mmtam perse
‘n hl‘-‘ =2 \‘na ;

Meourut kelentuan orsebul di atas dapat dikciahut bahwa, penvewa ndal
diperbolehkan menpadakan menhpulaﬁg: sewakan atas bangunan vang discwaka
nuda pihak lain, tanpa persetujuan pemiliknya.

Walaupun demikian persewaan ulang dapat terjadi walaupun tanpa pers:

Jurt pihak pemilikova, apabila hal ftu telah diperjanjikan scbeluninva anfara poiowes
denpan pihak vang menyewakan pertama tadi.
Mengulang sewakan dapat saja dilakukan tanpa izin dan pemiliknya dan tanps

diperjaniikan terlebih dahuluy, bila barang vang disewakan tersebut hanvalah merupakan



bagian dari barang yang discwanya. Hal in diatur dalam Pasal 1559 ayat 2 &

KUH P

vang merupakan pengecualian dan hanva berlaku untuk sewa-menyewa rumah.

Pasal 1339 ayat 2 KUH Perdata tersebut merupakan kebalikan ketentuan

[i1, jika hal ilu sceara tegas dibolchkan dalam porjanjian.,

Menurut avat (1} yang dilarang mengulang sewakan lagi, kecuali dal

peranjian diperbolehkan, Sedangkan avat (2) mempearbolehkan mengulang sewakan lag:
sehagian rumah vany disewanya kepada pihak lain atas tanggung jawab si penvews

schingga pihak yang menvewahan somula (pemilik) tidak ada hubungan apz-ana &

oNigan
51 penyewa pihak ketiga.

SATENYL
e P S N

Ketentuan tersebut di atas, berlaku secara umum untuk perfaniian

menvews perjanjian sewa-menvewa vang terjadi di Kotamadya Medan, penvews jues

ik, vang hanva dibolehkan henvalah meneruskan persewasn semul

e

difarang untuk mengulang scwakan lagt lags kepada pihak ketiga. kecuali atas sin
pemif

warisnva,

. ikl

el kavena iu perjaniian sewa-menyewa bangunan tetap tidak mwe

S EEERTEERAN T

jangka waktu yang (crieniu, maka dapal dibayangkan betapa sulitnya si pemilik untuk

mengakhin perjanjian sewa-menyewa tersebut, sehingga verianiian tersebut terkadazns
dapat terus dewarist oich ahli waris st penyewa untuk meneruskan perjanjian ersebut,
g




BABIV

SEWA-MENYEWA BANGUNAN DI KOTAMADYA MEDARX

A, Bentak dan Sifat Perjanjian Sewa-Menvewa Bancunan

Scpertt tclah diketahui bahwa perjanjian scwa-mcenyewa didasarkan pada adanve
iesepakatan antara pihak vang meavewakan dengan pihak mengenai unsur-unsur pokok
vaitu benda dan harga sewa.

KUH Perdata tidak mengharuskan suatu bentuk tertentu entuk dif srapkan dalal:

perjanjian sewa-menycwa. Demikian juga hainya dalam porjaniian scwa-monyows
bangunan int terlaksana sebagai suatu penjanjian sewa-menyewa tetap.
Ferjanpan o pada dasarnva kebanvakan ddakukan secara fisan, Dalam prakickava vane
dilakukan di Kotamadya Medan mefaluyi Kantor Urusan Perumahan maka di dapatias
sualu keadaan bahwa kebanyakan perjaniian scwa-menyewa bangunan ini dilaksaanakan
secara lisan meskipun ada juga yang melaksanakannya secara tertulis.

Hegie pula dalam ketentuan yang bersifat khusus tentang sewa-menvewa
perumahan termaasuk bangunan toko vaitu Peraturan Pemernintah No. 49 Tabun 1963 Jo
Peraturan Pomerintah No. 55 Tahun 1981 dalam kotentuan (erscbut tidak fordapa
adanva keharusan membuat peganjian sewa~trt’egyewa perumahaan dalam bentuk tertubs

dan dapat pula dilakukgn dalam bentuk lisan, .

Maka dalam peganjian sr‘:wa—meﬁyﬁlzﬁa tetap i Kotamadya Medan ada vane

dilakukan sccara tertulis dan ada yang dilakukan sceara lisan. Kedua perjanjian scwa-



i 4En

menycwa bangunan sccara (clap. {crsqbut"dianggap sah. karcna tidak ada larangan
ketentuan perundang-undangan. Artinya tidak dimungkinkan terjadinva pembataian
perjanjtan berdasarkaan alasan pada bentuk perjanjian.,

Setelah dikemukan tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa bangunan vang dilnkukas

secara tetap di Kotamadya Mcdan, maka b;t.ikut ini pordy pula dikemukakan be
sifat penting dari perjanjian sewa—menyem tetap tersebut.

fika kita bandingkan dengan petjauj-:i?éj_t;% sewa-inenyewa lainva, maka perjanian
sewa-menvewa tetap ini ternyata mempunyai Bebempa sifat khusus vang sedikat berberds
dengan perjanjian sCwa-menycwa pada umurﬁnya.

Ciri-ciri khas dari perjanjian sewa-menyewa tetap ini dapat difihat pada tiza
aspek bertkut i I
I Penvewa membayar sejumiah uang muka atau uang kunci yang diserabkan pada

awal persctujuan,

2. ilarga sewa bersifat tetap,

3. Jangka waktu persewaan tidak ditentukain i

Untuk memperjelas hal terst:but ad ak

khusus terscbut adalah . g g

ks
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1 umumnya duailiki olch penduduk ‘asli, akan tclapi mercka ini belum moempun o
: BT

% kemampuan untuk membangun toko. Untuk memecahkan masalah akan kebuthan

| tersebut maka terjaddah kesepakatan antara pemiiik tanah dencan pedasane wai

membutubkan toko yang ade pada akhimya terjadilah perjaniian sewa-menven

bangunan sccara {clap, dimana ponvewa {idak momborikan kenci

i nembangun sendiri toko vang dimaksud di atas pemilik dengan kesepakatan bahwa

toko tersebut dan tanah fersebut merupakan pemidik tanah,

Keadaan vang demikian itu tidak dapat dalam perjanjian sewa-menvewa bif

menverahkan barang vang disewakan secara sempuma dan pihak penvews
berkewaytban  untuk menverahkan barang vang disewakan secara sempurna

pihak penvewa tidak berkewajiban untuk mengeluarkan blaya vang dinamaba

bangunan secara tetap.

2. Harga sewa bersifat tetap. b o
Pemilik tidak dapat mcminm-ii--pemimiﬁin Charga sewa. keowah seowa subaols
| e Wil
1 Vi iy it
! dikchendaki oich penyewa. Hal ini dischabkan harpa sewa dalam porianiian sows
: i i

E Ll 115+

{,;B;ia}'i'tcrteutu yang berlaku untuk selams
lamanva, Oleh karena alasan untuk nig::i‘aikkan harga sewa cukup kuat bagi penvews

sehingga pemilik tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi penyewa mengaitkan Je

biaya yang dikcluarkan pada wakiu membangun toko torscbut,



'5| Risiko yang dialami olch pc:;:;;ilik yaitu vang berakibat somakin keeilava nilai

.

harga sewa jika kita bandingkan dehgéﬁ harga pasar.

Ly

Janpka waktu persewaan tidak di tﬁﬂtukhn

Sualu perjanjian sewa-menvewa dapat saja terjads tanpa ditentukan jangka wakn,
Maka R. Subckli berpendapat bahwa @

11
“Kalau seseorang menyewakan barang utama ditetapkan sewaktu-wakiu terten
sudgh tentu ia berhak untuk menghentikan setiap wakiy, asalkan membe

m_hx_uuqu tentang  pengakhiran | sewa-menvewa sesua:  dengan
sefempat™. '

E\L.;)' AR

M. Yazhya Harahap berpendapat Udhua

“Penghentian dan bemi\hlmva serjalan sawpax pada saat yang dianggap pantas oich
kedua belah pihak™ ?

i
57

Kalau kita hihat pendapat dan R. !Spbekti di atas tersebut, maka tdak dan

Bl

ditcrapkan begitu saja bagi pcrianiian'-s Wa—mcm'cwa bangunan sceara ietap. Karoru

sudah ada kesepakatan banwa i}emth seimil~m11 tidak dapat meminta penghentian

30
1

Rosubekin, i, Op CH, hal 240,
M Yahva Harahap, op.Cit, hal. 240




B. Sengketa Perjanjian Sewa-&_‘ie'ﬂféw;: Buangunua secara Tetap,

Berdasarkan penelitian vang d_ilakiukan di dinas Perumahan Kotamadva Medan
terhadap kasus-kasus perjanjian scwa-ményewﬁ bangunan secara tetap ¢ Kotamadia
Medan menunjukkan tingkat dentifikasi -::bahwa persengketaan terjadi pada winuin
discbabkan olch karcna pemilik morasa tidak puas {(crhadap kenvataan rendahnva haoos
sewa. Kemudian adaa juga persengketaan vang disebaabkan karena vpemiiin
menginginkan agar perjanfian sewa-menyewa bangunan secara fefap dapar dmliun
dengan alasan bahwa pemilik sangat membutuhkan toko yang dimaksud.

Adapun conioh kasus di Eiantoriljinas Perumaahan Kotamadva Modan aniam
lain

masalah sewa-menyewa bangunun ruko &f jalan Surabava No. 197 Medan anao

wanad

Ha dengan penvewa penghuni vaitu sauda

pemiiik saudari Lisa Rush d/b Lai Ly
i I R

Dumasari d/h Fu Sin Moy. - _i,?

2. Masalah sewa-menyewa Saﬂé;.i:riﬁ; m!?cdi jalan Surabaya No. {11/95 Medan dan
tahun 1968 (31 tahun) antara pemﬂ gﬁxidaia Handoko dengan penvewa/pengiiii
vaitu saudara Lie Hoey Ehai. i {:

3. Masalsh scwa-menyowa banguzlan-runi:ih di jalan Kartini No. 15 Medan dart {shus

1975 (24 tahun) antara P1P Nusantara 1V d/h PP VI dengan penvewa/pe:

saudara Halim Sanusi,




Mengenai rendahnya harga scwa memang pomilik sangat dirugikan scbab huru

A1 DLUGLE Bl Ua

i

sewa sebuah toko dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan secara fetap umun

sanaat tauh di bawah harga pasaran,
Maka dapatlah diketahui betapa si pemilik merasa dirugikan akibat harea soe

vang sangat keeil, Olch scbab 1tu schingga terdorong pemilik untuk mominia ker

nenvewa agar menaikkan harga sewa sesuai dengan perkembangan hargz sews pada saat

int. Akan tetaps penvewa biasanya tidak bersedia memenuhi permintaan perilik
akhirnva dapat menimbulkan persengheman. )
Sclanjutnya faktor lainnva yang'.scr'_!ing sckali menycbabkan timbulnya senghois

adalah bilamana si penyewa bangunan secara tetap melakukan perbuatan menves

[
lagi toko vang disewakannya kepada pihak ketiga dengan harga ketiga dengan harus
sewa lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan si pemilik merasa keberatan seiul

i

penvewa dengan mudah 1ncn1pcroic:l§.__k"';,_I__'

milik orang iain.

¢, Hapusnya Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan secarz Tetap
Hapusiya perjanjian scwa-menycwa bangunan sccara {ctap dapat disampaiion

dalam tiga macam atau tiga cara, vaitu:

. karena diputuskan oleh penyewa,
7. karena musnahnya barang (toko) yang disewa,
3. karcna putusan Pengadilan/Kantor Urusan Perumahan,



e

! oleh penvewa terjadi apabila pada suatu ketika si penyewa menvatakan bahwa ia tidak
bersedia lagi meneruskan hubungan sewa-menyewa dan tidak memperalihkan keoada

keturunannya {ahlh warisnya).

Apabila si penyewa {clah memutuckan demikian maka toko yang dipcrscwakan
i dikembalikan kepada pemilik tanpa syarat artinya si penyewa tidak dapat meminiz
tmbalan apapun dan pemilik atas biayagra.i‘ﬁg telah pernah dikcluarkannva semula,

Hal vang demikian dalam kenyataannya belum pemnah terjadi. kavena ©1 penvens

A pada umumnya mengalihkan hakeya kcpada keturunannya. Jika suatu ketika ia (clah tua

dan tidak sanggup lagi I}Zlengelo!a Derdagtlmganma biasanya ia menverahkan hak sswa

tetap tersebut kepada keturunannva ata kepada pihak lain vang bersedia membavas
vanti Tugi yang dianggap seimbang dengan uang muka yang pemah diserahkania

kepada pemilik toko terscbut. Dalam kcﬁyéiaannya tidak ada penyewa yvang scoarg =ik

rela bersedia mengakhiri hubungan sewd-menyewa bangunan secara tetap

] ¥

1 Sedangkan pada cara kedua sebab hapustiyva sewa-menyewa bangunan secara wiap vai.
!

‘_ karena benda vang dipersewakan menjadi musnah, kemusnahan di sini dapat terad
|

akibat bencana alam sepertd kcbakaran,-bé:i}ir,-= gempa bumi dan lain scbagainya,

1 Menurut Pasal 1553 KUIl Perdata ‘dalam perjanjian sewa-menvewa biass
| musnahinya barang vang dipersewakan ity harus di luar kesengajaan atau bukan Lacis
kesalahan salah satu pihak, akan tetapi ‘dalam penanjian sewa-menyewa bamsnis

sceara totap. Hal itu tidak berlaku scpenuhnya karcna para pihak beranggapen babes
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hubungan scwa-menycwa {ctap akan putus/ berakhiv  deongan sendiirinyg apabils nle
tersebut musnah, walaupun hal 1tu terjadi karena kesalahan si penveva.

Mengenai hapusniva perjanpian sewa-menvewa bangunan sscara fetap Lo

ot R T RS e
'\_'.'5} L i

musnahnya toko yang dipersewakan sudah banyak terjadi di Kotamadva Medan Al

dari musnahnya (tidak dapat dipcrgunskan lagt) maka berakhinah perjaniian sovo
menvewa bangunan secara tetap ini dimana tanah pertapakan toko tersebut dikembalizan
kepada pemilik, vang kemudian dibanguﬁ' toko baru vang menjadi miliknva, Sedanchan
hubungan perjanjian dengan pihak penyewa menjadi putus dan berakhiv. Dan buial

kejadian di icmpat lain dengan kasus yaag sama.

Kemudian cara ketiga hapusnya sewa-menyewa bangunan secara tetap. dapat ier

sebagai akibat keputusan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan dan Keputusas
Pengadilan Negri. Pasal 10 Peraturan Pemenntah Noo 49 Tahun 1963 0 Pematia

Pemcerintah Neo. 55 Tahun (981

Wewenang Kantor Urusan Perumahan tersebut terfuang

Peraturan Pemerintah No, 49 Tahun 1963 vang berlaku hinngga tangeal 74 Dloseny

1981 Pasal 10 Peratuman Pemenntah No. 46 Tahun 1963 menentukan bals

penghentian scwa-menycwa tacpa kata scpekal kedua belah pihak ban
dengan izin Kepala KUP. berdasarkan suaty tuntutan pada pihak, antara lain

1. Karena salah sam pihak tidak mempunyal kewajiban sebzgatmana vang <

dalam persetujuan dan atau ketentuan dalam  peraturan yang berjake



ik

&/ 2. Jika yang menycwakan memcriukan perumahan ilu untuk diporgunakan sondic
: ! berdasarkan pertimbangan ekcnomi dan keadilan sosial.

i Walaupun demikian dalara prakiek temyata Kepala Kantor Urusan Perumaian
Kotamadya Mcdan belum pernah mencrima tuntutan pemutusan hubungan sows

|5 .

: menye2wa bangunan secara tetap ini. Pada dasamya Peraturan Pemerintah Pasal 10 o,

49 Tahun 1963 membern kemungkinan untuk itu, {erutama dengan mengpunakan alasan-

alasan bahwa pemilik ingin mengyunakan sendini toko yang bersangkutan.

Kemudian dalam perkembangan sclanjutnva kewenangan dart Kantor Urssas
Perumahan tersebut dialihkan ke Pengadilan Negri berdasarkan Peraturan Pemenimioh
No. 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 tahun iua:
tepfang hubungan sewa-menvewa perumshan. Dengan perubahan tersebut waka Paod

10 dirubah schingga berbunyi, scbagai berikut |

o “Penghentian hubungan sewa-menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belish
e pihak hanva dapat dilakukan dengan putusaan Pengadilan Negri”,

g Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka  Mahkamah Agung

mengeluarkan surat edaran No. 2 tahun 1982 {SE No. 2 Tahun 1962) tentang sengiie:

acli=hizd

sewa-menvewa perumahan, Dalam suratl edaran  (ersebut di atas dilcgashan balos

-

memeriksa perkara-perkara tersebut tidak menycbutkan alasan-alasan apa

diperpunakan untuk menuntut pemutusan hubungan sewa-menyvewa.

i i et M s i e i
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i, Peranan  Kantor Urusan Derumaban dag  Penguadilan  Negri, duins

Penyelesaian Sengketa Scwa-Mcnyéwa Perumahan secara Tetap

i Peraturan Pemeriniah No. 49 Tahun 1942 (TN tahun 1963 No. 83) -
mengatur secara khusus ketentuan tentang sewa-menvewa. Kemudian pada hun 1920

{LN Tahun 1981 No. 73).

Pasal 10 Peraturan Pemerintahan No. 49 Tahun 1963 {sebelum terjadinyva

Ly LBy S

perubahan) penghentian sewa-menvewa tanpa kata sepakat kedua belah pihak, havoz

mungkin dengan 1zin Kepala Urusan Perumahan berdasarkan suatu ketentuan ponvons

atau pihak yang menycwakan. Berdasarkan ketentuan pasal terscbut jelasizh babos
| penyelesaian perselisihan sewa-mienyewa perumahan merupakan wewenang Kanwor
Urusan Perumahan, Penvelesaian sengketa sewa-imenvewa perumahan oleh KU/P rerad.

karena suaatu tuntutan dart penvewa atau vang menyswakan.

Dalam Pasal 10 ayal { Pcraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dischutiun

beberapa sebab vang dapat dijﬁdikan aiasan-alasan suatu tuntutan adalah

{ i, Karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana vang diteiap!

dalam persetujuan dan atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan vas

borlaku,

I~

Jika vang menyewakan memeriukan pérumahan tu untuk dipeigunakan sendic

berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keadilan sosial,
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3. Dengan dasar-dasar vang ada sanga{é}ii_lghawat'rkan bahwa peayowa tidak akan dusat

mempergunakan perumahan itu sebagaimanz patutmya atau tidak akan memenuh:

kewajiban-kewajibannya menurut persetujuan dan atau ketentuan vang beriaky,
4. Dengan dasar-dasar yang ada sangat diperhatikan bahwa penyewa akan menggans: o
ketertiban/ keamanan dalam penggunaan bersama sualu perumahan

Dari keempat alasan terssebut di atas, dapatiah diketahui bahwa penghe;

sewa-inenvewa tanpa kata sepakat hanye dapat terjad: atas 17in dart Kepala KUP,

Alasan pertama dari Pasal 10 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No 49 Ta

1953 dapat dipcrgunakan batk olch penyewa maupun olch pihak yang menvowaksn

Sebagai contoh : apabila dalam perjanjian sewa-menyewa tidak ditentukan bahws

ARZES S

penvewa boleh menerima pthak T sebagae penyews baru, maka penvewa it diwngons
tidak memenuhi kewanbannya seperti ditentukan dalam perjaniian. Atas dasay terel o

pemilik dapat mongajukan permohonan izin peagheniian scwa-menyewa kepada Kanio:

Kepala Urusan Perumaahan.

Pada alasan kedua apabila pemiltk memeriukan perumahan fersebut uniid

dipergunakan sendini berdasarkan pertimbangan ekonemi dan keadilan sosial “Memai

scndiri ©  menuryl Sudargo Gautama it porlu dipcrhatikan dalam arti kats
memungkinkan bahwa juga pemakai untuk anggota-anggota sanak keluarga wvanc

menjadt tanggungan pemilik, Alasan kedua ini kasusnva diperuntukan bagi piiak vaus

menvewakan atau pemilik
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Kcmudian alasan ketiga adalah, apabﬂa I penyewa tidak momakai sopanta:

atau tidak memenuhi kewajiban. AlaSan ketign agak bersifat

menafsickan dan mengartikan “pemakaan tidak patut”, Uniek du vunsorudens

dijadikan pegangan dalam menafsikan  dan mengartikan pemakaian tidak pana”
] pey

samping ity teotu diperhalikan juga malcri dalam Peraturan Porumahan

Jikalau perumahan bersangkutan dipergunakan bertentangan dengan tujuan se

maka pemakamn du adalah tidak patut, Sebagar contoh dasat didihat apabdd
rumah divubah menjadi sebuah industa. bengkel mobil, dan fain-lain apainia hal em
sudah ada persclujuan kedua belan pihak schelumnya.

Aaiélsan keempat vang dapat dipakai untuk izin pemutusan hubungan

menvewa adaiah adanva gangguan keamanan/keertiban dart &1 penvewa, Jadi s

il

i bukan hanva si pemilik saja tetapt juga terhadap orang lam vang jnea mo

rumah vang bersangkutan, apabila orang lain terschut juga penghuni daripada rumsh

atau rumah tersebut disewakan oleh beberapa orang.
Menurut Pasal & Peraturan Pemerintahan No. 49 Tahun 1963 keo
dapat discpakati atau timbul porcckeokan antara kedua belah pihak.

Apabila si penyewa tidak bersedia yang berakibat timbul perrselisihan



tersebut tidak dapat mengajukan banding.

Sehubungan dengan sewa-menvewa bangunan s2cara feflap maka Jacs

diperhatikan ada dua hal vang berkenaan dengan aiasan kedua l'{)cl“\clai untuk mewni:

izin pemutusan hubungan scwa-menycewa dan porseclisthan {ontang harga sowa, 2z

kedua sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 avat ! tersebut si penulix hendan

menggunakan sendirt toko tersebut Pasal & avat 1 membent kemungkinan bagt 50 ponnil

untuk meminta menaikkan harga sewa melalw keputusan Kepala Kamo

Pcrunizhan.

Seorang pemilik toke vang dlsewakan dalam perjanjian sewa-menvews wiao

fetap fersebut dengan menggunakan alasan kedua yaitu 1a akan mienggunakan ol

toko vang dimaksud. Demikizn pula dalam harga scwa totap terscbut dianggap torizis

rendah, maka ia (pemilik) dapat memohon keputusan Kepala Kantor Urusan Pers

untuk menentukan harga sewa yang wajar,

Jadi peranan Kantor Urusan Perumahan dalam menyelesaian persehsihan w0

menyewa bangunan sccara tclap, hanya dapal dilihat pada scgi pencntuan harps ©o

edangkan dalam pemutusan hubungan séwa-menyewa tetap dapat dikatakan ne

Fantor Urusan Perumahan tidak me.mmol apalagi setelah kelvarnva PP No 5 fabs

1981, dimana wewenang Kantor Urusan Perumahv.n untuk memutuskap hubunean oo

menyewa perumahan telah dialﬂian chada Pengadilan Negri. Scdangkan poranarn




Pengadilan Nogri dalam pcnycicsaiarf“éé_:ﬂékcta SCWa-MCHYCWA porymahan sccars ol
ini tetap disandarkaﬁ atas kepentitlgax.i'_";séngketa para pihak. Pengadilan !.'!e;g_r'; tetan
mamandang bahwa pada dasamva kcadi?{m pelr{u ditegakkan, sehingga dengan kemcanas
tersebut dan didasarkan persturan-peraturan vang ada, Pengadifan Newni bestoaid
membcerikan kcpasliah hukum aias scﬁgﬁcla yang {imbui dart perjanjian scwa-monvons

bangunan ini khususnya vang difaksanakan secara tstap.
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PENUTLP

Hesimpuian
Terjadinva perjaniian scwa-mcnvcwa ini discbabkan karcna para pondudid ash
sebagai pemilik tanbah pada masa itu belum memiliki modal vang cukup unui

membangun toko, akan- tetapi mereka tidak memiiki tanah sehingoa

kesepakatan vang Kemudian dikeral sebapai suaty perjaniian sowa-smon.o oo
bangunan sccara tctap int.

Pembatalan perjanjian sewa-menyewa secara septhak ofeh pemilik bangunan tdak

dapat dibeparkan dalam hukum pi:lt‘;ianjian karena dalam hal ini pemilik basg
tevikat kepada perianjian .“.t:\’d‘a—ni_r;nyBW‘El bangunan  vang  dibuat sebelunn
Schingga dengan hal terscoutt "prmbalaIan perianjian  Sewa-nmcnyCwanya
pemilik bangunan secara sepitiak ﬂdak sah menurut hukum.

Herakhirava perjanjian sexx'a-it-xeﬁyeﬁa bangunan secara tetap ni ada tiga carn o

karena diakhinoleh st penvewa, karena musnabnva barane vane disewabiae b
PRy : % g yang

berakhir karena keputusan pcnga;iﬂéx_?. .

Kalau ditinjau dari sudut kepe'ﬂmgau para pihak kiranva dapat disimpuilan fahes

wwor pErgiglvesiaduii
T AR Y s
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olch karcna harga scwa yaag s‘aﬁgalg keeil. Pomilik tidak dapat menghontikan sows
menyewa dan tiaak lefuasa untuk menjual toko miliknya tersebut. .

Hal tni disebabkan penjualan toko tersebut tidak dapat menghentikan penanian
sewa-menyewa atas toko vang dimaksud. Atas pertimbangan dulabh make soann

sckali orang bersedia membceli Hoko yang scdang dalam perjanjian sowsg-mono

bangunan dengan pihak 11t

Saran -

Dalam hal pclaksanaan perjanjian scwa mcenycwa bangunan ini baik #u o

pemilik tanah maupun pemilik modal dapat menuangkan perjanjian vang m:

sepakatt taanpa ada pihak vang dirugtkan sehingga tidak tegadt fast bonnad
perjanjian sewa-menvewa bangunan secara tetap ini.
Tcrhadap polaksanaan pombatalan suatu perjanjian scwa-moenvewa bangussn o

endaknva dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak sebelumnva g2

dengan hal tersebul persengketaan dapat dihindar,
Untuk menghindani timbulnya keugian salah satu pihak terhadap peinhessaes

i

perjanjian sowa-menyCwa bangunan sceara ictap maka hondaknya para pihal
terikat dalam perjaniian sewa-menyewa bangunan secara tetep i sebslumms duons
melakukan perbaikan atau revist terhadap perjanjian mereka sebeluminva sehnzas

dengan adanva revisi tersebut’ akan dapat terhindan perselisihan dan timbaiies

kerugian pada salah satu pthak tcrutarma pihak pomilik tanah. Dan tindakan iwnorous



nerjanjian tu hondaknya juga bcrd kcss..‘pakamn pars pihak vang —cb

sewa-menvewa bangunan secara tetap ini.

'liH"il_
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